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SALINAN

BUPATISRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 _ 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal g ayat (3)
Undang-undaag Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
yang mengatur pembangunan kepariwisataan kabupaten
berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, perlu
membentuk Peratural Daerah tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen Tahun 2OI8-
2033;

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor
42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg99 Nomor
167, Tambahan Lembararl Negara Republik lndonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Penggarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perubahan Atas Undang-Undarg Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentarg Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara



Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tal'run 2007 tentang Penataan
Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepadwisataan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor.1966);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahar
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O10 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s168);

10. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daera]l (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undalg-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan (L€mbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Ifmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6055);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

13. Peraturan Pemerintal Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun
2OIO-2O25 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-hun 2012 tentang Izin
Lingkungan (l€mbaJan Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata, (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 531 1);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegasi Secara Elektronik,
{kmbaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2018 Nomor 90,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016
tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 107);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pro\rinsi
Jawa Tengal "fahun 2OO9-2O29 (kmbaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9l;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentarg Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O10 Nomor
28, Tambahan I€mbaran Daerah Provinsi Ja\r'a Tengah
Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun
2Ol2 ^fer,tang Rencana Induk Pembangunan Kepadwisataan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 20121027 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 1O, Tambahan
l,embajan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2014
Tentarg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau
Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2034 (l€mbaran
Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Rencana Pemt angunan Jangka Parjang Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2OO5-2O25 (t€mbaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);

23. Peraturar Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011
Tentang RencaJra Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen
Tahun 2Ol1 - 2031 (l€mbaran Daeral Kabupaten Sragen
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 5);

Den gan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI'TAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dal

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSI{AN:

KEPARIWISAT.{{NMenetapkan RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 - 2033.



Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perarlgkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nabupaten Sragen.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Wisata adalah kegiatan pe{alanal yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempeLajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam
jangka waktu sementara.

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.

8. Keparili,isataan adalah keseluruhal kegiatan yarrg terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin
yalg muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan
negara serta interaksi artara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pelaku
usaha.

9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang
lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya
perencaraan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka
penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

10. Rencana Induk Pembangunan Kepadwiaataan Kabupaten
Sragen yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Sragen
adalah dokumen perencanaan pembangunal kepariwisataan
Kabupaten Sragen untuk periode 15 (lima belas) tahun
terhitung sejak talun 2018 sampai dengan tahun 2033.

11. Destinasi Pariwisata Sragen yang selanjutnya disingkat DPS
adalah kaq,asan geografis yang berskala Kabupaten Sragen
yang di dalarnnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta mas]'arakat yang saling
terkait darl melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen yang selanjutnya
disingkat KPP Sragen adalah suatu ruang pariwisata yang
mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan
komponen kepariwisataannya, serta memibti karakter atau
tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat
sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

13. Kaq'asan Strategis Pariwisata Sragen selanjutnya disingkat KSP
Sragen adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata
atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya a_larn, daya dukung lingkungan
hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil
perwilayahan pembangunan kepai-iwisataan yang diwujudkan
dalam bentuk Destinasi Pariwisata Sragen, Kawasan
Pengembangan Pariwisata Sragen, dan Kawasal Strategis
Pariwisata Sragen.

15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW ada.lah
segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, da_n nilai
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dal
hasil buatan malusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.

16. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya adalah segala sesuatu
yang memiliki keunikan, keindahan, dar nilai yang berdimensi
sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.

17. Daya Tarik Wisata Alam adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka-ragaman
kekayaan alarn yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

18. Daya Tarik Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujual kunjungan wisatawan.

19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan
prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan
dari wilayah asal wisatawan dan pergerakan di dalam wilayah
DPS dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang
memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan
dapat bedalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat
memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.

21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu
lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu
lingkungan dapat heroperasi dan berfungsi sebagaimana
semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.

22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu
lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam
melakukan al<tifitas kehidupan keseharian guna menunjang
kegiatan kepariwisataan.

23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana
ya-ng secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan
kemudahan, kenyanEnar, keselamatan wisatawan dalam
melakukan kunjungan ke DPS.

24. Pemasaran Pariwisata adalalr serangkaian proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan
menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan
wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh
pemangku kepentingannya.



25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata vang
saling terkait dalam ralgka menghasilkan barang dan/atau
jasa bagr pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam
penyelenggaraan pariwisata.

26. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta
mitranya yarg dikembangkan secara terorganisasi, meliputi
Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi
dan mekanisme operasional, yajrg secara berkesinambungan
guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di
bidang Kepariwisataan.

27. Organisasi Kepariwisataan adalai institusi baik di lingkungan
Pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

28. Sumber Daya Marusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat
SDM Pariwisata ada.lah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait
secara lalgsung dan tidal< langsung dengan kegiatan
kepariwisataan.

29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.

30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, darl dikuasai oleh
SDM pariwisata untuk mengembangkar profesionalitas keda.

31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha
dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu
produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaa! Kepariwisataan.

32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kapasitas, atses, dan peran masyarakat, baik
secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas
hidup, kemandirian, darr kesejahteraan melalui kegiatan
kepariwisataan

33. Masyarakat t okal adalah masyaral<at yang hidup dan tinggal
didalam DPS yang memiliki ketergantungan baik larrgsung
maupun tidak langsung terhadap aktivitas kepariwieataan.

34. Wawasan lingkungan adalah konsep pembangunan
kepariwisataan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat
sumber daya alam dan sumber daya maausia denga{r cara
menyelaraskan al<tiyitas manusia dengan kemampuan sumber
daya alarn untuk menopangnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
1. menyatukan pandangan berbagai sektor pembangunan terkait

mengenai pentingnya pembangunan kepariwisataar da_lam
pembangunan daerah;

2. menyusun sinergitas perencanaan pembangunan kepariwisataan
dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan
provinsi;
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3. menyediakan landasan kebijakan yang terarah untuk
perencanaan teknis berkenaan dengan pembangunan kawasan
serta daya tarik $,isata pada setiap kawasan;

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
1. memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan

kepariwisataan yang sejalan dengan pembangunan ka$,asan:
2. memberikan pedoman perencanaan dalam pembangunan

kepariwisataan;
3. memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan

kepariwisataan pada destinasi paiwisata, pemasaran pari$,isata,
industri pariwisata dan kelembegaan kepariwisataal;

4. menjadi acuan bagi bagi seluruh sektor kepariwisataan agar
dapat membangun kelasama dan jejaring pengembangan
kepariwisataan yang berkelanjutan;

BAI} III
RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAI\I

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang diatur datam
Peraturan Daerah ini, meliputi:
A. DPS;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

(1) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB Sragen.

(2) RIPPARKAB Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memuat:
a. visi;
b. misi;
c. tujuar;
d. sasaral; dal
e. arah kebijakan dan srralegi.

(3) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat
{2) huruf a adalah terwujudnya Bumi Sukowati sebagai
destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan
berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat;

(4) Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimal<sud ayat
(2) huruf b adalah:
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a. mewujudkan padwisata sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah;

b. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan
ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh
lapisan masyarakat;

c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh
sumber daya manusia yang handal sesuai dengan
perkembalgan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkal sumber
daya alam, sumber daya budaya, da,n sumber daya buatan
sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan
kelesta.ian dan berkelanjutan;

(5) Tujual pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf c adalah:
a. memalfaatkal dan mengoptimalkal potensi kepariwisata an

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor

pariwisata;
c. meningkatkan iklim investasi bidang pariwisata;
d. penyediaan lapangan keda dan kesempatan berusaha di

bidarg pariwisata;
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kegiatan pariwisata;
f. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

kepariwisataan ;

(6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
a. menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing
b. meningkatkan kualitas infrastruktur yarg mendukung

kepariwisataan daerah;
c. sektor pari\a,isata sebagai penggerak perekonomian dan

menjadi sumber pendapatar asli daerah;
d. mengembangkal citra pa-riwisata yang nyaman, aman, tertib,

dan inenarik.
e. meningkatkan jumtah kunjungan dan lama tinggal

wisatawan;
f. menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
(7) fuah kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
a. tata kelola pariwisata yang baik dan profesional yang

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
b. peningkatan kualitas dan keberlanjutan daya saing destinasi

pariwisata;
c. mengemtrangkal iklim usaha pariwisata dan investasi

pariwisata;
d. peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat;
e. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyara,kaU
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(B) Indikator sasaran pembangunan kepadwisataan Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1), tercantum
dalam l,ampiran I merupal<an bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA SRAGEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Pembangunan DPS meliputi:
a. perwilayahan DPS;
b. pembangunan daya tarik wisata;
c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
d. pembangunan prasar:ana umum, fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata;

Bagian Kedua
Perwilayahal Pembangunan Destinasi Pariwisata Sragen

Pasal 7

( I ) Perwilayanan pembangunan DPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a meliputi:
a. KPP Sragen, dan
b. KSP Sragen;

(2) KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berdasarkar kriteria:
a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi

pengembangan pariwisata;
b. Memiliki karakter atau tema produk wisata;
c. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi

daya tarik wisata darl memiliki citra yang sudah dikenal
secara skala regional;

d. memiliki potensi pasar skala regional dan/atau nasional;
e. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak

investasit
f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan

dan keutuhan wilayah;
g. memiliki fungsi dan peran shategis dalam menjaga fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup;
h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian

dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaal:
i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
j. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
k. berada di wilayah tujuar kunjungan pasar wisatawan

potensial nasional; dan
t. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;

(3) KSP Sragen sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b
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berdasarkan kriteria:
a. memiliki fungsi utarna pariwisata atau potensi

pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariqrisata potensial untuk menjadi

daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah
dikenal secaranasional;

c. memiliki potensi pasar skala regiona] dan/ atau nasiona.l
dan/ atau intemasional;

d. memiliki posisi darr peran potensial sebagai penggerak
investasi;

e. memiliki fungsi dan peran strategis da1am pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya
alam, dart daya dukung lingkungan hidup;

f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan
dan keutuhan wilayah;

g. memiLiki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian
dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek
sejarah dan kepurbakalaan ;

h. memitiki kesiapan dan dukungar masyarakat;
i. memitiki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama

dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
k. memiliki potensi kecenderunga-n produk wisata masa depan.

(1) KPP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a, meliputi:
a. Plumongtalisuri;
b. Ngragenkarangsandang;
c. Harlomas;
d. Dawun$ejo; dan
e. Singensumonar;

(2) Perwitayahan KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 )

tercantum dalan lampiran II yarg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1) KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimala dimalsud dalam
Pasal 8 ayat (l) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Plupuh;
b. Kecarnatar Gemolong;
c. Kecamatan Ta.non:
d. Kecamatan Kalijambe;
e. Kecamatan Sumberlawang; dan
L Kecamatan Miri.

(2) KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimatsud ayat (1)

terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
a. Boyolayar dan sekitarnyal
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b. Kedung Grujug dal sekitamya;
c. Waduk Ketro dan sekitamya
d. Sentra Mebel Kalijambe dan sekitamya; dan
e. Gemolong Edupark dal sekitarnya.

Pasa.l 10

(1) KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Ngrampal;
b. Kecamatan Sragen
c. Kecamatan Karangmalang;
d. Kecamatan Sambung Macan; dan
e. Kecamatan Gondang.

(2) KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimara dimaksud
ayat {1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
a. Stasiun Sragen dan sekitarnya;
b. Taman Dayu Alam Asri dan sekitarnya;
c. Alun-a.lun Sragen dan sekitamya;
d. GOR Diponegoro dan sekitarnya;
e. Kolam Renang Kartika dan sekitarnya;
f. Waduk Cembong daJr sekitarnya;
g. Kedung Banteng dan sekitamya;
h. Waduk Kembangan dan sekitamya;
i. Ekowisata Hutan Kota dar sekitamya; dan
j. Stadiun Taruna.

Pasa.l 1 1

(1) KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {11 huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Sidohado; dan
b. Kecamatan Masaran.

(2) KPP Sragen Harlomas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
dari satu DTW, yaitu: ker4jinan batik Masaran dan sekitarnya;

Pasal 12

(1) KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8
ayat (1) huruf d, meLiputi:
a. Kecamatan Kedawung; dal
b. Kecamatan Sambirejo.

(2) KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
atas beberapa DTW, melipuli:
a. Waduk Brambang dan sekitarnya;
b. Waduk Botok dar sekitarnya;
c. Alas Kedawung da:r sekitarnya;
d. Waduk Blimbing dan sekitarnya;
e. Pemandiar Ngunut dan sekitarnya;
I Pemandian Bayanan dan sekitamya;
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g. Waduk Gebyar dan sekitarnya;
h. Petilasan Ki Joko Budug da! sekitarnya;
i. Bukit Cinta dan sekitarnya; dan
j, TeJaga Bandut dan sekitamya.

Pasal 13

(1) KPP Sragen Singensumonar sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) hurufe, meliputi:
a. Kecamatan Gesi;
b. Kecamatan Tangen;
c. Kecanatan Sukodono;
d. Kecamatan Mondokan;dan
e. Kecamatan Jenar

(2) KPP Sragen Singensumonar sebagailnarla dimaksud ayat (1)

terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
a. Watu Pawon dan sekitamya;
b. Petilasan Ki Onggo Djoyo dan sekitarnya;
c. Gunung Banyak dan sekita-rnya; dan
d. Petilasan Ngrancang Kencono dan sekitamya;
e. Taman Doa Santa Maria dar sekitamya;
I Petilasan Nyi Ageng Serang dan sekitarnya;dan
g. Makam Singomodo dan sekitamya.

Pasal 1 4

(1) KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
meliputi:
a. Gunung Kemukus dan sekitarnya;
b. Sangiran dan sekitamya:
c. Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya;
d. Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitamya; dan
e. Senba Batik Kliwonan dan sekitarnya;

(2j Perwilayahan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 1 5

KSP Sragen Gunung Kemukus dan sekitarnya setragaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurul a terdiri atas beberapa
DTW, meliputi:
a. Kompleks Makam Joko Tingkir dan sekitamya; dan
b. Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya;

Pasal 16

KSP Sragen Sangiran dan sekitamya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
a. Museum Klaster Krikilan dan sekitamya;
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b. Museum Klaster Ngebung dan sekitamya;
c. Museum Klaster Bukuran dan sekitarnya;
d. Museum Klaster Manyarejo dan sekitamya; dan
e. Museum Klaster Dayu dan sekitarnya; dan
f. Menara Paldang Sangimn dan sekitamya.

KSP Sragen Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa
DTW, meliputi:
a. Pabrik Gulo Mojo dajl sekitarnya; dan
b. Pasar Bunder dal sekitarnya;

KSP Sragen Pemaldian Air Panas Bayanan dan sekitamya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {l) huruf d terdiri atas
beberapa DTW:
a. wisata agro padi organik
b. susur sungai, tebing, dan $,aduk; dan
c. panorama alam pedesaan lereng Lawu.

Pasai 19

KSP Sragen Senba Batik Kliwonan dan sekitamya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l) huruf e terdiri atas satu DTW,
yaitu: sentra batik kliwonan dan sekitarnya.

(1) Arah kebijakan peru,ilayahan pembangunan KPP Sragen dan
KSP Sragen sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
a. perencanaarr pembangunan;
b. implementasi pembangunan; dan
c. penegakkan regulasi pembalgunan.

(2) Arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan dengan strategi:
a. penyusunan rencana induk dan rencana detail

pembangunan KPP Sragen dan KSP Sragen;
b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan

KPP Sragen dan KSP Sragen;
c. peningkatar koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku

wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencalaan
pembangunan;

(3) Arah kebijakan implementasi pembarrgunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi
penyusunan indikator keberhasilal program pembangunan
kepariwisataan;

l3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20



(a) Arah kebijakan penegakkan regulasi pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan
strategi monitoring dan pengawasan terhadap penerapan
rencana induk dan rencana detail KPP Sragen dan KSP Sragen;

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

(l) Pembalgunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b meliputi:
a. DTW sejarah dan budaya antara lain meliputi: Museum

Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum
Maryarejo, Petilasan Ki Onggo Djoyo, Petilasan Ngrancang
Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus;

b. DTW Alam antara lain meliputi: Watu Pawon, Gunung
Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug,
Menara Pandang, Waduk Ketro, Waduk Gembong, Kedung
Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk
Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut,
Pemardian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta; Betisrejo;
dan Telaga Bandut; Ekowisata Hutan Kota.

c. DTW Buata-n Manusia antaia lain meliputi: Stasiun Sragen,
Sentra Batik Masaran, Senfa Mebel Kalijambe, Gemolong
Edupark, Taman Dayu Alam Asri, Pabrik Gulo Mojo, Pasar
Bunder; Alun-alun Sragen, GOR Diponegorc; dan Kolam
Renang Kartjka; dan Stadiun Taruna.

(2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasa-rkan :

a. nilai sejarai, nilai budaya, keanekaragaman, keunikan dan
kekhasar, dan kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup,
dan kebutuhan manusia akan wisata;

b. kualitas dan daya saing;
c. perlindungar dan keberlanjutan sumber daya alam dan

lingkungan;

Pasal 22

(1) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 21 ayat (1), meliputi:
a. perintisan DTW;
b. Peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW

dalam menarik minat segmen pasar yang ada dan
meningkatkar loyalitas kunjungan ulang wisatawan dan
segmen pasar yang lebih luas;

c. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas,
keberlanjutan dan daya saing produk.

(2) Perintisar DTW sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) huruf a
dilakukan dengan strategi:
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a. pengembangan DTW baru di KPP Sragen yang belum darl
akan berkembang; dan

b. penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan
lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(3) Peningkatan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan dengan strategi:
a. pengembalgal inovasi manajemen produk dan kapasitas

DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi
padwisata; dan

a. penguatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan
lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW;

b. pengembangan atau keragaman nilai DTW dalam berbagai
tema terkait;

c. penguatar upaya penataan ruang wilayah dar konservasi
lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

(4) Revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan strategi revitalisasi struktur, elemen dan
al'.tivitas yarg menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada
DTW.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariurisata

Pasal 23

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk mendukung pergerakan
wisatawan menuju dan di dalam DPS.

(2) Pembangunan aksesibilitas parilr'isata sebagaimana dimaksud
ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
a. sistem transportasi; dan
b. sarana daII prasarana hansportasi.

(3) Sistem transportasi dan sarana dan prasarana trasportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transportasi
angkutan darat.

Pasal 24
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(i) Amh kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 12)
huruf a, meliputi:
a. peningkatan kemudahan pergerakan rvisatawan dengan

memanfaatkan beragam jenis moda transportasi seca-ra
terpadu; dan

b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai
jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan
perlalanan wisata.

{2) Ketentuan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan strategi pembangunan sistem transportasi
dan pelayalan terpadu di DPS.



(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan strategi:
a. peningkatan dan pengembalgal ketersediaan informasi

pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu
gerbang wisata ke KPP Sragen dan KSP Sragen; dan

b. peningkatan kemudalran reservasi moda fansportasi
berbagai jenis.

Pasa-l 25

(1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (2) huruf b; meliputi:
a. kemudahan akses dan pergeral<an wisatawan;
b. keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen dengan

pintu gerbang wisata regional atau nasional maupun
keterhubungan anta-r komponen daya tarik dan simpul-
simpul pergerakan di dalam KPP Sragen dan KSP Sragen;

c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana
dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.

(2) Kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan dengan strategi:
a. peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda

transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
b. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda

tiansportasi s€suai kebutuhan dan perkembangan pasar
c. penl.ediaan prasarana simpul dan kete{angkauan prasarana

simpul pergerakan moda hansportasi pada lokasi-lokasi
strategis dan pusat-pusat kegiatan pariwisata.

{3) Keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
strategi;
a. peningkatan jaringan transportasi penghubung arttara DPS

dengan pintu gerbang wisata regional maupun
keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-
simpul pergerakan di dalam DPS, dan

b. peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi
antara pintu gerbarg wisata dan DPS serta komponen yang
ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer
intermoda.

(4) Peningkatar kualitas dan kapasitas sanana dan prasarana
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan
strategi:
a. peningkatan kenyamanan moda transportasi sesuai

kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin
keselamatan pedalanan wisatawan

b. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung
kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan
wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

c. peningkatar fasilitas persinggahan dan terminal urisata di
sepanjang koridor pergerakan wisata sesuai kebutuhan dan
perkembangan pasar.
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Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum

dan Fasilitas Pariwisata
Pasal 26

(1) Amh kebijakan pembangunan prasarara umum, fasilitas
umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 hurufd meliputi:
a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan

iasilitas pariwisata dalarn mendukung perintisa!
pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen.

b. Peningkatan prasa.rana umum, kualitas fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan,
meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan KPP
Sragen dan KSP Sragen.

c. PengendaLian prasarana umum, pembangunan fasilitas
umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan KPP
Sragen dan KSP Sragen yang sudah melanpaui ambang
batas daya dukung.

(2i Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
dilakukan dengan strategi:
a. pemberian insentif untuk dalam mendukung perintisan data

tarik wisata;
b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah atas inisiatif pelaku

wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
c. perintisan dan pengembargan untuk mendukung kesiapan

dan peningkatan daya saing KPP Sragen dan KSP Sragen.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan

dengan strategi mendorong dan menerapkan:
a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta

dan masyarakat;
b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
c. pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Ketentuan sebagaimara dimal<sud pada ayat (1) huruf c
dilakukar dengar stategi:
a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan

zonasi, insentif dal disinsentif, perizinan dan arahan sanksi
untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkunga.n;
dan

b. penegakan peraturan perundang-undalgan

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangun.rn prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b meliputi:
a. pasar wisatawan;
b. citra pariwisata;
c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pembalgunan Pasar Wisatawan

Pasal 29

(1) Pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 28 huruf a dilakukan dengan meningkatkan strategi
untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan
pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan
pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen dalam dinamika
pasar global.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan strategi:
a. peningkatan pe[Esaran dan promosi untuk mendukung

penciptaan KPP Sragen dan KSP Sragen yang diprioritaskan;
b. peningkatan akselerasi pemasaian dan promosi pada pasar

utama, baru, dan berkembang;
c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk

meningkatkan pertumbuhan segrnen ceruk pasar;
d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
e, peningkatan a.kselerasi pergeralan wisatawan di seluruh

KPP Sragen dan KSP Sragen;
f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang

diselenggaraka:r oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan citra pari&,isata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara

berkelanjutal; dan
b. peningkatan citra pariw'isata yang aman, nyaman, dan berdaya

saing.
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Pasal 31

(1) Peningkatan dan pemantapar citra pariwisata secara
berkelanjutaar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf a dilakukan dengan stuategi:
a. peningkatan dan pemantapan citra pat:iwisata merujuk pada

brand Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang
bedaku; dan

b. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat {1) didasarkan pada

kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DTW,
meliputi:
a. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, kekhasan,

keunikar, kearifan loka1, dan wau'asan Lingkungan hidup,
serta kebutuhan manusia akan wisata;

b. keanekaragamal hayati alaln dan buatan manusia; dan
c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional,

nasional, da]1 internasional; dan
d. karalcter geografis;

Pasal 32

(1) Peningkatan citra pariwisata yang arnan, nyaman, dan berdaya
saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b
dilakukan dengan strategi promosi, komunikasi pemasaran,
dan diplomasi.

{2) Strategi untuk peningkatan promosi, komunikasi pemas.rran,
dan diplomasi sebagaimana dimaksud ayat (i) dengan cara:
a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi

pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
b. mengembangkan marketing elektronik;
c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka

meningkattal citra positif pariwisata; dan
d. meLakukan kerjasama dengan media dalam berbagai

aktivitas kepadwisataan;

Bagian Keempat
Pembangunal Kemitraan Pemasa-ran Pariwisata

Pasal 33

(1) Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan
dalam bentuk pengembalgan kemitraan pemasaran yang
terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

{2) Ketentuan sebagamana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
strategi:
a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan

pariwisata;
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang

bertanggung jawab.
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Bagian Kelima
Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 34

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurufc meliputi:
a. penguatarl struktur industri pari\risata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. peningkatan iklim investasi pariwisata;
d. pengembangal kemitraan usaha pariwisata;
e. penciptaan kredibilitas bisnis; dar
f. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

(l) Arah kebijakan penguatan stuktur industri pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam bentuk
penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai
pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing
industri pariwisata.

(2) Ketentuan sebagaimana dima-ksud ayat (1) dilakukan dengan
sbategi:
a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata

rantai pembentuk industr:i pariwisata;

20

(1) A-rah kebljakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 hurufd, meliputi:
a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di

daerah;
b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di

luar daerah.
(2) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di

daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan
dengan strategi:
a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah;

dan
b. pembentukan badar promosi pariwisata daerah.

(3) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar
daeral dilalukan dengan strategi fasilitasi, dukungan,
koordinasi, dan sinkronisasi, dan kemiteraan promosi
padwisata daerah di luar daerah.

Pasal 35



b. penguatan fungsi, hiera-rki, dan hubungan antar usaha
pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan

c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara,
pelaku r,r,isata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasat 37

Pasal 38

(1) Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk
pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik
wisata.

(2) StEtegi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaia
daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
meliputi kegiatan:
a. mengembangkar manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 39

(1) Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dfurrjudkan
dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan
layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi st ndar
intemasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan
lokal.

(2) Shategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi
dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana di&aksud pada
ayat {l ) meliputi kegiatan:
a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dar sertifikasi

usaha pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong

pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah; dan

c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk
dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan loka.l.

2t

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf b, melipuri:
a. peningkatan DTW;
b. peningkatan fasilitas pariwisata; darl
c. peningkatan aksesibilitas.



Pasal 40

(1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan
dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanal
jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan
wisatawan.

(2) Stategl untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan
jasa bansportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dital<sanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam
pelayanan usaha fansportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Peningkatan lklim lnvestasi Pariwisata

Pasal 41

(1) Arah kebijakan peningkatan iklim investasi pariwisata
sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 35 huruf c diurrjudkan
dalam bentuk:
a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang

pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata,
khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan

c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

dilakukan dengan strategi:
a. menarik investasi modal dalam negeri dar/atau modal asing;
b. mendorong investasi daerah; dan

(3) Ketentuan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b
dilakukar dengan strategi:
a. membuat regulasi yang mempermudah perizinan pariwisata;

dar
b. pengurusan izin investasi yarrg mudah, transparan dan

bertanggungjawab.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c

dilakukan den gan strategi:
a. penyediaan informasi peluang investasi di DPS;
b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam

negeri dan luar negeri; dan
c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata

dengan sektor terkait.

Bagiar Kelima
Pengerc bangan Kemiteraan Usaha Parirpisata

Pasal 42

(l) Amh kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diwujudkan
dalam bentuk pengembangan skema keia sama antara

1)



pemerintah daeral, pelaku wisata, pelaku usaha, dan
masyarakat.

(2) Ketentuar sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan strategi:
a. penguatan kedasama pemerintah daerah, pelaku wisata,

pelaku usaha dan masyarakat;
b. penguatan implementasi kerjasama pemerintah daerah,

pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat; dan
c. Penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama Pe pemerintah

daeral, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Keenam
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 43

(1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diwujudkan dalam bentuk
pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata
yang kredibel dan berkualitas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
denga-n strategi:
a. penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata

yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;

b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya
dalam transaksi bisnis secara elektronik;

c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 44

(i) tuah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f
diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha
pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan
pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau.

(2) Ketentuan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan strategi:
a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata

rantai usaha pariwisata; dan
b. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli

terhadap pelestarial lingkungan dan budaya;

:l



BAE} VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pembangunan kelembagaan kepari\ .isataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan SDM pari{,isatai dan
c. penyelenggaraan penehtial dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 46

(1) Amh kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi
strategi:
a. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan

penguatan mekarisme kine{a organisasi ;

b. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan
yang menangani bidang Destinasi Pariwisata

c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan
yang menangani bidang Pemaearan Pariqrisata;

d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan
yang menangani bidang industri pariwisata;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan strategi:
a. Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam

struldur Dinas;
b. Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan;
a. Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi

program Pembangunan Kepari\ /isataan baik secara interna.l
Dinas maupun lintas seltor.

b. Penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam
menghasilkan devisa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan
dengan strategi :

a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang
pengembangan destinasi;

t . Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi;
c. Penguatan kemitraan altara orgalisasi pengembangan

destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Kepariwisataan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan
dengan strategi:
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a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran
di tingkat Pemerintah Daerah;

b. Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
c. Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata

Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Kepariwisataan ;

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan
dengan strategi:
a. Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata

Daerah;
b. Penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata

Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 47

Pembanguna-n SDM bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf b. meliputi:
a. sumber daya manusia pemerintah daerah pada dinas pariwisata;

dart
b. sumber daya malusia pengelola wisata dan pengelola usaha

pariwisata.

Pasal 48

(1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata pada Dinas
Pariwisata sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 47 huruf a,
diwujudkan dalarn bentuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
dengan strategi:
a. peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil

negara bidang kepaiiwisataan;
b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola

pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan;

Pasal 49

(1) Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata pengelola wisata
dal pengelola usaha pariwisata sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM.

(2) Ketentuan sebagaimara dimaksud pada ayat (li dilakukan
dengan strategi:
a. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki

sertifikasi kompetensi di KPP Sragen dan KSP Sragen;
b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang

kepariwisataan bagi pengelol usaha pariwisata; dan
c. pendirian lembaga pendidikan kepariwisataan yang

terakreditasi.
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Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian dal Pengembangan

Pasal 50

(1) Arah kebijakan penyelenggaraan peneLitian dan pengembargan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berorientasi
pada:
a. pengembangan DPS;
b. pengembangaa pemasaran pa.riwisata;
c. pengembalgan industri pariwisata; dan
d. pengembalgan kelembagaal dan sumber daya manusia

pariwisata.

{2) Pengembangan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukar dengan strategi penelitian dan pengembangan
a. DTWi
b. Aksesibilitas dar/atau transportasi kepariwisataan
c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum da:r Fasilitas Pariwisata

dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah
(3) Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penelitian dan
Pengembangan:
a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru

dan pengembangan produk;
b. penguatan cita pariwisata;
c. komunikasi pemasaran;
d. kemitraan pemasaran pariwisata;
e. peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.

(4) Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi penelitian dan
pengembangan:
a. industri pariw-isata;
b. daya saing produk pariwisata;
c. Investasi di bidang pariwisata.
d. kemitraan usaha pariwisata;
e. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
I tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

(5) pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia
pariwisata sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf d
dilal<ukaI dengan strategi penelitian dan pengembangan:
a. organisasi kepariwisataan;
b. sumber daya manusia pariwisata;
c. pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 51

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam
pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan dalam bentuk:
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a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
b. optimalisasi pengarusutamaan gender;
c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui

pengembangan usaha produldif di bidang pariwisata;
d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong

perkembangar industri kecit dan menengah dan Usaha
Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;

e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang
kepariwisataar ;

i perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan
menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah;

g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya
mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha
Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;

h. peningkatal sadar wisata bagi pemargku kepentingan dan
masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan
iklim kondusif Kepariwisataan

Pasal 52

Kebijakan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi
masyarakat sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 51 huruf a,
dilakukan dengan stxategi:
a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas

masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
b. pemberdayaan potensi daIl kapasitas masyarakat dalam

pengembangan kepa-riwisataan ;

c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas
dan peran masya-rakat dalam pengembaigan kepariwisataan.

Pasal 53

Kebijakan optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5l hurufb, dilakuka! dengan sbategi:
a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariuisata; dan
b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif keseta-raan

gender dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 54

Kebijakar peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal
melalui pengembangan usaha produktif di t idarg pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilalukan dengan
strategi:
a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai

DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan
masyarakat;
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Pasal 55

Kebijakan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk
mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dar Usaha
Pariwisata ska.la usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 hurufd, dilakukan dengan strategi:
a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri

kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro,
kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan g-undangan; darl

b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan
menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah di sekitar destinasi.

Pasal 56

Kebijakar penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang
kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e,
dilakukan dengan strategi :

a. dorongan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengar industri
kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan
layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro,
kecil dan menengah dalam memenuhi standa-r pasar.

Pasal 57

Kebijakan Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil darr
menengal dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f,
dilakukan dengan stategi:
a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan

usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan
sumber potensi pasar dan informasi global;

b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri
kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro,
kecil dan menengah.
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b. pengembangan potensi sumb€r daya daerah melalui usaha jasa
pariwisata;

c. peningkatan kualitas produk iadustri kecil dan menengah sebagai
komponen pendukung produk wisata di KPP Sragen dan KSP
Sragen; dan

d. peningkatan kemampuar berusaha pelaku usaha pariwisata
skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan
masyarakat.



Pasal 58

Kebijakan peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam
upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan
Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, dilakukan dengan
strategi:
a. pemberian insentif dal kemudalan terhadap alses permodalan

bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah
dalam pengembanga-n usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung
perkembalgan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata
skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar KPP Sragen
dal KSP Sragen.

Pasal 59

Keblakan peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan
dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h,
dilakukan dengan strategi:
a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang

sadar wisata;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar

wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan

iklim kond usif kepariwisataan:
d. pembentukan poliei pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif

kepariwisataan; dan
e. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya

pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

RAR IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

(1) Bupati melakukan pengawasan darr pengendalian pela-ksanaan
RIPPARKAB Sragen;

(2) Dalam melakukar pengawasan darl pengendalian, Bupati dapat
mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi
Kepariwisataan;

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasa] 61

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

I LI

9/ - tz - 2675
TI SRAGEN,
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{
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Diundangkan di Sragen
gt - t2 - 2o/8

lrr
IL S

KABUPATENSRAGEN,

ANTO B.

DAERAH I(ABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR / J

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah

Asisten Pernerintahan dan kesra

Kepala Bagiah Hukum
Selda Sragen

t1
brna Tk I

199503 't 002

o
AG

'.t;L

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAHI
(13/2018);
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR I3 TAHUN 2018

TENTANC

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 20 18 _ 2033

I. UMUM
Padwisata I(abupaten Sragen merupakan sektor terpenting dalam

pembangunan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan budaya,
keanekaragaman, keunikan, kearifar lokal, kekhasan alam, dan kebutuhan
maausia untuk berwisata, serta wawasan lingkungan hidup. Pembangunal
Kepariwisataal Kabupaten Sragen ini didasarkan pada yisi tenar.rjudnya
ter*ujudnya Bumi Suko\,r,ati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif,
berbudaya, dan berkelanjutar, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat.

Misi pembangunan kepariwisataan l(abupaten Sragen, meliputi:
a. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
b. mewujudkan pariu'isata sebagai sarana pemberdayaa-n ekonomi masyarakat

dengan melibatlan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia

yang handal sesuai dengan p,erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengembangkan pariwisata dengan memalfaatkan sumber daya alam, sumber

daya budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak
mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen merupakan penggerak
pendapatan asli daerah dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan
daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan
dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan
devisa, dan pendapatan daera-h, pengembangan wilayah, maupun dalam
penyerapan investasi.

Peraturan Daerah ini mengandung substansi berkaitan dengan arah
kebijakan ds.n strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi
pari$isata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri
pari\*'isata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan
masyarakat lokal. Peraturan daerah secara konkrit akan memberikan visi, misi,
tujuan, sasaran, dan arah rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-
ka\r'asan wisata baik yang sudah tayak disebut unggulan maupun yang potensial,
sekaligus memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait,
baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam
pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan secara terarah, tepat sasaran, dan
berkelanj u tan
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jetas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasa.l 10
Cukup Jelas

Pasal 1 1

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasa.l 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasat 16
Cukup Jelas

32



Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Daya tarik wisata religi dan budaya merupakan Daya Tarik Wisata berupa
hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai ma-l&luk religi dan budaya.
Daya Tarik Wisata religi dan budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi;
l) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa

a.rrta-ra lain :

a) cagar budaya, yang meliputi:
1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan

manusia, baik bergeral maupun tidak bergerak, berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yalg
memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah
perkembangan manusia, contoh: keris, gamel,an, dan sebagainya.

2. bargunan cagar budaya adalah susunan binaan yarlg terbuat dari
benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan
beratap.

3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari
benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan
prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di
air yang mengandung benda cagar budaya, bangunarr cagar budaya,
dar/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadiar pada masa lalu.

5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki
2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

b) perkampungan tadisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat
yang khas, contoh: Desa Wisata yang berbasis adat daII budaya.

c) Museum, contohnya: Museum Ngebung, Museum Krikilan
2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak ben+'ujud (intangrblel, yang berupa antara

lain:
a) kehidupan adat dan tradisi masyara-kat dan aktifitas religi dan budaya

masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
b) Kesenian

t3

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas



Daya Tarik Wisata Alam yang bempa keanekaragaman dan keunikan
lingkungan a1am. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:
1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan

keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang
pesisir pantai, contoh:

2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan
keunikan lingkungan aLam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
pegunungai, perairan sungai danau, Pertanian dan perkebunan, bentang
alam khusus

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia merupakan Daya Tarik Wisata
khusus yang merupakan kreasi artifisial ldrtificiaUA createdl dan kegiatan-
kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata religi dan
budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat
dijabarkar meliputi antara lain:
1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,;
2) fasilitas rekreasi dan olahraga

Ayat (l )

Cukup Jelas

Pasal22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Yang dimaksud dengan "Prasarana umum", meliputi:
a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
b. jaringan air bersih;
c. jaringan telekomunikasi;
d. ja.ringan pengelolaan limbah.
Yang dimatsud dengan "fasilitas Umum" meliputi:
a. fasilitas ibadah, seperti musholla.
b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana

di destinasi yang rawan bencana;
c. fasilitas keuangan dal perbankan, seeperti: aajungan tunai mandiri (ATM),

dan tempat penukaran uang;
d. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung intemet, dal sarana

penitipan dan penyimpanan barang;
e. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan

fasilitas pertolongan pertarna pada kecelakaan.;
f. fasilitas salitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa laundry, dar.

tempat sampah;

34



g. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;
h. fasilitas peristirahatan dan bermain anak;
i. fasilitas lahan parkir;
Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata', meliputi:
a. fasilitas akomodasi;
b. fasilitas rumah makan;
c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata,

toko cinderamata; dan
d. Polisi Padwisata dan/ atau Satgas Wisata
e. penunjuk arah/ papan informasi pariwisata/ rambu lalu lintas pariwisata.

Paaal2T
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

t5

Pasal 36
Cukup Jelas



Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Hurul a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas
Hurul e

Cukup Jelas
Huruf f

Cukup Jelas
Huruf g

Cukup Jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "masyarakat sadar Wisata' adalah partisipasi dan
dukungan masyarakat da.lam mendorong terwujudnya iklim yang kondusil
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Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas



bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat/
wilayah.
Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua
dimensi atau sasaran, yaitu:
a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat

untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembargnya kegiatan KepaIi\ "isataan di wilayahnya.

b. Masyarakat sebagai guest/Wisatawa.n. Mendorong masyarakat untuk dapat
menjadi pelaku atau Wisatawan yalg melakukan perjalanan ke suatu
Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan 'Sapta pesona' adalal Partisipasi dan dukungan
masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur
pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan
ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang
mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur
sapta peaona yang dimaksud di atas adalah:
1 . aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

37



Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 13 TAHUN 20 18

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

SRAGEN TAHUN 2018 2033
KABUPATEN

PROGR^M DAN INDIKASI

KI]CIA'IAN PE\,II]ANGUNAN KI.]PARIWISATAA\

ll.l. PrUgram dan Kcgiatan Pcmbangunan Destinasi Pari[isata

PEI,AKSAN ,\NPELAI(SAN,4PRo(IR A \I
Kri,(;t.\r"\N INDTI(ATOR CAPAIA\STIt-,tt ti(iINo

t 2 .1 5

. Pcre.gkal daelah
bidang pariwisala

ldenrifikasi daya tarik
wisata di masirrg-
maslng KPP dan KSP
serta pencntuan
prioritas
pengcnlbangan

feridenlifikasinya daya
tarik uisata di masing-
masing KPP dan KSP serta

lersusunnya prio tas

pengemhangan

Penyusunan
rencana induk
dan rencana
dctail
Pembangunan
KPP dan KSP

1

. Perangkat daerah
bidang pariuisata

Tersusumya RIPOW bagi
daya tarik prioritas di
masinu masing Kl'l' sctiap
tahun sebrLah RIPOW

Pembuatan RIPOW
bagi daya larik
pdoritas dj nlasing-
masing KPPS setiap
lahun sebuah RIPOW

1

A
(

Pcmbangunan Kawasan Pcmbangunan ParirYisata (KPP), dan Kawasan Strrtegis1. Arah Kebijakan: Pcrcncantan
Pari$ isat:r

(



\o SI R,\ I'I!(; I
PI{O(;lr\}l
Klt(;l {TA\ INDIK,rl'OI{ ('-A P AIA\ PI:l..ttKS.1\ ,1 PUL.\KS,\\.\ {\

I 1 l

') Penyusunan
rcgulasi tata
bangunan dan
tata lingkungan
KPPS dan
KSPS,

Penyusunan RTBI-
Daya Tarik Wisata
prioritas (Karvasan

StEtegis Pariu'isata)
Kabupaterl yang
meliputi KSI'S Waduk
Kedung Ombo darr

Sekitarnya. KSPS
Sangiran r.lan

Sekilarnya, KSPS
Pabrik Gula Mojo dan
Sekitarnya. KSPS
Betisrejo dan
Sekitarnya. KSPS
Sentra Batik Masaran
dan Sekitanrva.

Tersusunnya RTBI- Daya
l arik Wisata prioritas
(Ka\\'asan Slratcgis
Pariwisata) Kabupaten
yarg nrcliputi KSP
(iunuDg Kemukus. KSP
Sangiran. KSP Kliwonan.
KSP P(i. Mod.jo. KSP
Sambircio.

. Perangkal
Dacrah Bidang
I)ckcrjaan tJmum
dan Penataan
Ruang

Pembuatan aturan
pengenrbangan
fasilitas umum dan
l'asilitas pariwisata
terkait penggunaan
kekayaan dan
mempcflimbangkan
nilai-nilai lokal
Kabupaten Sragen

Terbentuknya aturan untuk
pengcmbangan fasilitas
umun'! dan l'asilitas
pariwisata yang
menggunakan kekayaan
dan mempertimbangkan
nilai-nilai lokal Kabupaten
Sragen

. Perangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

o Perangkat
Daerah Bidang
Pckerjaan lJmunt
dan Penataan
Ruang

l



\o STITATI'(;I PII0GI{AM
KE(;IATAN INI)IKA'TOR CAPAIAN PI.]LAKSANA

I .l

[)embuat.n regulasi
Penpgunaun matcrial
krkal dahnr
pcmbangunan fasilitas
unrunr dan lilsilitas
pariu'isata cli masins-
masins dava tarik
\risatr di Kabupaten
Sragen

. Perangkat
Dacrah Bidang
Pariuisata

. ['crangkat daerah
bidang Pekerjaan
llnrum dan
l)cnataan Ruang

PI'I,AKSANAAN

Tersusunnya rcgulasi
digunakannva nralerial
lokaldalam penrhan!:unan
lasilitas umum dan lirsilitas
pariwisala di nrirsing-
masing davr tarik wisata di
Kabuputen Sragcn

2. Arah Kcbijakrn: l, l'crnban Kt'P d{n Ksl'

NO S I'R.\I I-(;I PItoGILdNI
KI,](;IAl A\

INI)IKATOR
CAPAIAN PIIL,\KSA\A II.I, \ KS.\\,\,\\

.+ I

MoDitoring dan
pcnga\itasarr
olch Pernerintah
DaecLh terhadap
pcllerapan
rencana detail
KPPS dan
KSPS

PenyusLlnall
standarisasi fasilites
umunr dan f&siltxs
pariwisata di
Kabupaterr Sragen

Terbentuknya
standarisasi lasilitas
umunr dan fasilitas
pariwisata di mxsing-
masing daya tarik wisata
di Kabupaten Sragen

. Perangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

. Perugkat
Daerah Bidang
Pekerjaan Umum
dan Penataan
lt

3

l
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\() STRATE(;I PROGRd}I
KI'GIAl'AN

t\DlKA t ()R
(]APAIAN PI'I,AKSANA PI.,I,AKSANAAN

2 I 1 i
l Penguatan upaya

konservasi
potensi
Kepariwisataan
alan, budaya
dan lingkungan
dalam
mendukung
intcnsifikasi dan
revitalisasi Da)'a
l arik Wisata.

I)cnyusunan rcgulasi
untuk nrelestarikan
Iingkungan alam dan
budaya sckitanua
dalanr KegialaD
pali$,isata terutama
pada daya tarik wisxla
alam dan budaya
(Kau'asan Sanriran.
Kauasan Beti:rcio.
Alas Karet Kedau ung.
Bangunan bcrsc'jarah
clart

Tersusunnya regulasi
Dileslarikann)a
lingkungan alam dan
budala sekitamya
dalanr Kegiatan
pariwisata

I'enyusunan rcgulasi
pengelolaan cagar
budaya
I)cningkatan
pencatia Penelusurdn
tcrhadap bcnda
bersejarah untuk
menambah kolcksi
budava

Tcrsusunnya regulasi
pengelolaan cagar
budaya
Peningkatan
pencariarr,/penelusuran
tcrhadap benda
bersejarah untuk
menambah kolcksi
budaya

Perangkal
daerah bidang
pariwisata

Perangkat
daerah bidang
Lingkungan
Hidup
Pcrangkat
daerah bidang
Kebudayaan

. Perangkal
Daerah Bidang
Kcbudayaan

. Perangkat
Daerah tsidang
Kebudayaan



\o st t{.\ t [_(;t
PR()CRANI
I(lLGt,t.l A\

INI)IKATOR
CAPAIAN

PI:t..\ lis.\\ \ I)lrL:\Ks t\AA\
1 l I :) 6

Pembinaan dan
penataan kawasan
wisata
dan masyarakat sckitar
daya tarik wisata yang
menccrminkan prinsip
-prinsip berkelanjutan

Terbinan]'a dar
tcrlillan)a

daD komunitas
masyarakal yang
nrcncerminkan prinsip

lrinsip berkclanjutan

. Pcrangkat Daerah
Bidang Pariwisata

. Perangkat Daerah
Bidang
Kebudayaan

Penctapan kawasan
konservasi pada

karvasan-kawasan yang

memiliki bzurgunan

berscjarah sena pada
kawosan lindung dan
pertanian

Tersusunnya regulasi
pcnetapan kawasan
konservasi pada kawasa-
ka*asan yang memiliki
tinggalan / bangunan
herse.jarah scrta pada

karvasan lindung dan
pe(anian

. Perangkat L)ac.irh
Ilidang
Kchudalmn

. Peran-ekal Dacrith
Bidang
Kehutanafl

. Perangkat Dacrxh
Ilidang Pcnanian

Penetapan kawasan
konscn,asi sebagai
ka*'asan wisata sejarah
dan budaya dengan
menggunakan
produk hukum

Terbitnya peraturan

dilcrah yang mengatur
ka',vlrsan konscnasi
sebagai kawasan wisata
scjarah dan budaya

. Perangkal
Dacrtrlr bidarg
kchudayaan

Penetapan ka*asan
konscrvasi sebagai
kawasan wisata alam
dengan mcnggunakau
produk hLrkurn

Terbitnya peraturan
dacrah yang mengatur
krwasan konscrvasi
sebagai kawasan wisata
alanr

. Perangkat
Daerah bidang
Kchutanan

. Perangkat
Daerah bidang
Pertanian

6



\..( ) S I-IIATEGI PROGI{ }I
KE(;IAT,\N

IN t)t K,\t ot{
('A PAI,{\ P[]I,,\I(SANA PT]I,AKS,\NAAN

I 1

I)cmcliharaan
hangunan )'ang
merupakan icrildge

Terpeliharan;-a
bangunan _yang
merupakan lcrilrrgc .

. l)crangkat
I)aerah bidang
liebudayaan

l)cncn(uan fungsi
lcrllage menjadi mulli
iungsi, terkait scklor
l)cm:ur1'aatan Ruang.
dcngan tetap
mempertahankan
kcaslial dan
kelestadan.

Diversillkasi lungsi
lleritag. nrcnjadi multi
fungsi. terlait sektor
Pemanl'aatan Ruang,
dengan tetap
mempertahankan
keaslian dan kclcstarian.

.l'crangkat
I )acrah bidang
kcbudayaan

IN t)t Ii.\ I Ol{
(.\I"\I:\),I PIiI-AKSANA PI'.1-:\ Ks \\'\'\ \NO STRATE(;I PItOGlt]\]t

KT-(;IA I'AN
I .1 5 ()

. Perangkat daerah
bidang pariwisata

I Pengembangan
daya tarik yang
sudah ada di
KPPS yang
belum
bcrkcmbang
Kepariuisataann
ya

Fasilitasi perintisan
pengembargan Daya
Tarik Wisata alam-
budaya dan khusuV
buatan

Berkembanrnya daya
tarik yang sudah ada di
KPP y.ng belum
berkemhang secara

optimal scca h(-(ahap

L

 ruh Krl)ij,rkan: l'crintis:ln pcngembiingan l)ava 'I rrik \Yisntn drLrm rangka rnrndorong pe unrbuhan Dcstinari l'nriwis:rta
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No S1'RA'I'1,,CI
PRo(]RANI
Ktr(;IA'I A\

INDITdA.TOR
(]APAtAN Pl,,t,AKSA\A PI',I,AKSANAAN

l l ,l : 6

comhu ily bascd

lorli.lm di kawasan

yang belum

berkembang

tourism di
yarlg
berkembang;

kau'asan
belum

F.rsilitasi para pclaku

usaha didalam

pengembangan

kawasan Pad$,isata

l-crscdianya fasilitas
para pelaku usaha
didalam pcngembangan
ka\',asan Pariwisata:

. Perangkat daerah
bidang pariuisata

6. Arah Kebijakan: Pcmbangunan Daya
minat datr loyalitas s

'Iarik Wisata untuk mcningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik
egmcn pasar -r_ang ada

\o S1'RATEGI
PRoGItA\I
KECIA fAN

I\I)IKA'I'oR
C.\PAIAN PIiLAKS,,\N,,\ I'IiL.\KSr\NAA\

I .t l

I Memperkuat
upaya konservasi
potensi
Kepadwisalaan
dan lingkungan
dalam
mendukung
intensillkasi dan
revitalisasi Daya
Tluik Wisata

Peningkatan

Pengawasan

pembangunan,

pengendalian

pemanfaatan, dan

konservasi sumber daya

Kepariwisataan untuk

mendukung
keberlaniutan kegiatan

Pengawasan
pembangunan,
pcngendalian
pemanfaatan. dan
konservasi sumber daya
Kepa wisataan untuk
mendukung
keberlaniutan kegiatan
Kcpariwi$t2ran di lokasi
Daya Talik Wisata

Pcrangkat
daerah bidang
pariu,isala



NO STR I llcl PR(X;RAM
KEGIATAN

INDII(A'TOR
(]APAI,\N PELAKSANA PI'LAKSANAAN

Kepari\\'isataan di lokasi

Daya 'l arik Wisata

semakin mcningkal

Pengembangan kawasan

sebagai sebagai Daya

l arik Wisata dengan

mempertahanl<an wuj ud

asli bangunan dan

kawasan cagar budaya.

Berkembangnya kawasan

sebagai scbagai Daya
Tarik wisata dengan
mempefiahankan wujud
asli bangunan dan
kaq,asan cagar hudaya.

Perangkat
daerah bidang
pariwisata

Arah Kcbijakan:
dan D

PEL-4.KSAN,4ANPELAKSA1\"AINI)IKATOR
(]APAIAN

PROGRAM
KIiGIATANsTtt^ t(;l

('2 3 4I

. Perangkat
daerah bidang
pa wisata

Pelatihan inovasi

manajemen daya tarik

dengan pengembangan

tema dan event khusus

(s o /i attraL' tion)bagt
pengelola daya tarik.

Adanya inovasi
manajemcn daya tarik
dcngan perrgembangan

tema dan cven khusus
(soli ullrdction) Yang
menjadi kekuatan utama
penggerak kunjungan;

Revitalisasi
struktur, elemcn
dan aktivitas
yang menjadi
penggcrak
kegiatan
Kepariwisataan

l

10

'l'arik Wisata dalam upal-a pcningkatan kualitas, keberlan.iulan dan daya saing produk
Parirvisata

No



NO S1'IiATI'(; I
PROGILA.VI
KE(;IAI'AN

lNt)rKATOlt PI-LAKSANA PIII,AKSANAAN

I 2 1 5 6

Pengembangan

proSram-program

interpretasi telmasuk
yang berbasis teknologi;

Berkembangnya
progaanr-progranl
intcrpretasl ternrasuk
yang berbasis tcknologi;

. Perangkal
daerah bidang
pariwisata

Pengembangan iejadng
manaicmen kunjungan

lerpadu dcng:rn DaYa

Tarik Wisata pendukung

di sekitnr lokasi dalam

konteks regional,
nasional dan

internasional

Berkembangn)a jciaring
manajemcn kunjungan
terpadu dengan Daya
Tarif, Wisata pcldukung
di sekitar lokasi dalam
konteks rcgional,
nasional dan

. Perangkat
daerah bidang
pariwisata

Peningkatan kualitas

dall kapasitas sarana

prasarirna dasar untuk

meningkatkan kualitas

kcgiatan kepariwisataan

di sckitar lokasi Daya

Tarik Wisata

Bertambahnya kualitas
dan kapasitas sarana
pra-saraoa dasar untuk
meningkatkan kualitas
kegiatan Kepariwisataan
di sckitar lokasi Daya
Tarik Wisata:

. Perangkat
dacrah bidang
pari*isata

:11



I1.2. Program d{n Kegiatirn Pembtrngunan Pcmasarar Prriwisata

l. Arah Kebi.iakrn: Pcngrml]angan Prsxr \l'isata\r'an

No sTIt,\ I [.Ct Plto(; R.\ \t
K[.(;t.,\ I AN

t\t)tK.\t()tt
("\PAIAN Pl]..\ KS,\\,\ PEI-AKSA\,{AN

I 1 j

Men ingkatkan
pemasaran dan
promosi untuk
nendukuI}g
penciptaan KPPS
dan KSPS yang
diprioritaskan

ldcnlilika-si produk baru

dan produk 1'ang

dihaharukan dalam

kegiatan pronrosi scsuai

targct pasar

Teridentifikasi produk
baru dan produk yang
dibaharukan dalanr
kegiatan promosi
sesuai target pasar

PcraDgkat Daerah
bidang Pariwisata;

Asosiasi biro
perialanan wisata dan
agcn perjalanan
\visata

. Pcrangkal Daerah
bidang Pariwisata

. As(-rsiasi biro
pcrjlhnan rvisata dan
aScn perjalanan
wisala

Pcmetaan potensi pasar,
penletaan pola
perjalanan dan prelcrensi
produk, pcrcncanaan
pcngenrbangan produk
yang kompetitil untuk
targct pasar

khususnya di kawasan

Sragen-

Terpetakan potcnsi
pasar dan pola
pcrialanan dan
preferensi produk.
perencanaan
pengcmbangan produk
yang kompetitif unluk
targct pasar
khususnya di kawasan
Sragen

Pcu)bcnlukaD Dadan
Promosi P,iriwisala
dacrirh.

Terhentuknya Badan
Promosi Pariwisata
daerah

. Perangkal Dacrah
bidang Pariwisata

Pembuatan program

promosi yang

memprioritaskan

pengembangan prodrLk

nrcndasarkan pada

pertimbangan dala

'l crbcntuknla progrirm
promosi yang
memprioritaskan
pcngembangan produk
mehdasarkan poda

pe(imbangan daya
tarik,/minat pasar

. Perangkat DaeraLh

bidang Pariwisata
r Asosiasi biro

pelialanan wisata dan
agen perjalanan

. -Asosiasi hotel dan

1,1

2



No STII,\1'Ii(;I PROGITA]\I
KIiGI,\T,\\

INDIKAl'oR
CAPAIA.\.-

l,[.t. \KS:\N.\ P!]I,,\ KSAN,TAI\

I I )

tarik/minat pasar (r?rrlkzl

dltractiveness) dal1

kekuatan kompctisi

lLompetil ive str! nghlsl

unluk menarik pasar

(markct attractiveness)
dan kckualan
kompctisi
(compctitive
strenghts) untuk
menarik pasar

resto
Bathn Pronrosi
Parirvisrtr Dacrah

Penyusunan progmol-

proeram promosi

fariq'isata kc arah

deslinasi pariwisata

stratcgis

'Iersusunnya program-
program promosi
pariwisata kea rah
dcstinasi pariwisata
strategis

. Perangkal Dae|ah
bidar)g l'x.i\\ isaut

.lladi,r Promosi
Parir,'isutir Daerah

. PeranSkat Daerah

bidang Parir'"isata

l,cmhaharuan basis data

dan inlbrmasi produk

wisata di destiDasi

dcs(irasi pariwisata yang

u p.fu I e d - tet inte gr ns;.

dan alrlisipatif lerhad ap

akses pasar yang

semakin kdtis/.rrn./r/

untuk pengaturan

perjalanan

Terscdianla basis data
dan informasi produk
w,sata di dcslinasi-
destinasi pariwisata

"yang ulrd.ttcd.
terintegrasi, dan
antisipatif terhadap
akscs pasar yang
semakin kritis/.irr?drl
untuk pengaturan
perjala[an

13



\o s .t{l'1.,(;l PROGRAM
KU(;tA1.{\

INI)I KA'I'OR
('APAIAN PEI,AKS,'\NA PI'I,AKSANAAN

I l + 6

Pcn) usuran databasc

scluruh usaha pariwisala

di daerah

Tcrsusunnya database
selrrruh usaha

pariwisata di daerah

. Perangkat Daerah
bidang Padwisata;

. Badan Pusat Statistik

Penrbentukan asosiasi

usaha pariwisata di
Kahupaten Sragen

Terhentuknva asosiasi
usaha pariwisata di
Kabupalcn Sragen

. Pcrangkat l)acrah
bidang Pari\iisata

. Penguaha Jasa

pariwisata

Pembentukan dan

optimalisasi forum
promosi pariwisata

Terbenrukn,'a dan
optimalisasi forunr
pronlosi pariwisala

. Perangkat Dacrah
bidang Parirvisata

o Radan l)ronrosi
Pariwisata Daerah

o Industri
Kepariwisataan

J'cningkatan sincrgi
prolllosi dengan sektor-

scktor lain

Nleningkatnya sinergi
prorllosi dengan
sektor-scktor lain

. Perangkat Daerah
bidaDg Pariwisala

o Perangkat Daerah
bidang Pcrcncanaan
Pembangunan

. Badan l'romosi
Prriwisala D,rerah

l4



\o SI-RA'TI,]GI
PRO(;RA}I
KEGIATAN

INDI}L\ToR
(]APAIA\ PELAKSA\A PELAKSA){AAN

I l -1 5 ()

Pcmbcntukan dan

Pclibatan Badan Promosi

Pariwisata Dacrah dalam

cvcnl promosi pariwisata

Terbentuknya dan
terlibatnla Badan
l'romosi l):[i\r'isata
Daerah dalam c,renl
pronrosi pariwisata

. Pcrangkal Daerah
bidang Parirvisata

. Badan Promosi
Pariwisata Daerah

Pcmbentukan dan

I)clibatan lembaga

s\radaya masyarakat

lingkungan dalarrr

perencanaan pronlosi
produk pariwisala

Tcrhentuk dan
terlibatnya lembaga
swadaya masyarukat
lingkungan dalam
perencanaan promosi
produk pariwisala

.l)crangkat Daerah
bidang Parirvisala

. l-cmbaga Swadaya
Masyarakat

l Pengembangan

Pemasaran dan
promosi unluk
meningkarkan
pertumbuhan
segmen ceruk
pasar

I'cningkalan ,rurd
imag.,positil'
Kcparir,"isata:rn

Kabupaten Sragen

rnclalui progranr

pcmasaran )ang
konrprehensif.

Mcningkatnya brr.lrrl
imuge positif
Kepariwisataan
Kabupaten Srager
mclalui program
penlasaran yang
komprehensif.

. l'erangkat Daerah
bidang Pariwisata:

.lladan l'romosi
Itariwisata

Pcngcrnbangan atrirlisi

\\'isala minat khuslls

Terwujudnya atraksi
wisata minat khusus

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

o Asosiasi Travel
Agent

1i
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NO s't'IL{l ltct P R( X; I{ANT
K[(;IATA\

INDIKA'I'oR
CAPAIAN

Pt,].,\KS,\\A Pl,ll,^KSANA,\N

I 1 .1 l

I)cmbenahan dan

pcngembangan produk

yang mendukul1g slrategi

pencitraanJ b runding

Terciptanya produk

-Yang mendukung
strategi
pencitruanl branding

. Perunukat Dacrah
bidarrg l)ariwisala

l'cningkatan panisipasi
dalam setiap ctefit-clcnt
pariwisata maupun
pcntas seni dan
kehudalaan skala
nasional maupurl
inlcrnasional

Mcningkatnya
panisipasi dalam
setiap avchl-e|enl
pariwisata maupun
pentas seni dan
kebudayaan skala
nasional maupun
intema-sional

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

. PeBngkat Daerah
bidang Kebudayaan

l'cmbuatan program
plhlic relutions tPR)
vang kreatif dan scsuai
dcngan peningkatan
br.thd ifiage

'lcrbcnluknya program
public rehrion.t (Pll)
)ang k-reatil dan sesuai

dengan pcningkatau
brund imagc

. Perangkat Dacrah
bidarg I'ariwisatr

. Badan Pronrosi
Pariwisata l)acrah

l)crnbuatan materi
ponrosi dcrrgan cakupan
promosi ke tatnra[
nasional dan

lcmhuatan dan
pcningkatrur kualitas

Tcrbentuknya materi
pomosi dcngan
cakupan promosi ke
tatamn nasional dan
intemasional

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

Terciptanya kualitas
kualitas tourisn
l,cbrile yang lehih
baik

. Perangkat Daerah
bid:u1g Pariwisata



l .t ()

Pembaharuan nratcri
pronrosi paliwisata di
lorllr ri,chJil., sccarit
berkala

Mc buat kcrjasama
dengan xefr.\i/.-1r,ebli/€,
lain unluk saling
bcrtukar lin](

Pelatihan slirl unluk
mcmbuut Progranr
pemitsaran lcuat

Perangkat Dacrah
bidang Pari*isata

No S'I'ItATE(;I Ptto(; lrAl\I
KIICIA'I' N

I\DIKAl OR
C I'AIAN P1.]I,AKSANA

.l)crangkat Daerah
bidang I)arivvisata

. Perangkat Daerah
bidang Pa.iwisata

. Perargkat Daerah
bidang Komunikasi
dan Infomatika

. Badan Promosi
Pariwisata Dacrah
Pcr'angkat l)ircrlrh
hidx|g l)ariwisirLlL

Pf,I,AKSANAAN

-i

Pengddaan slirl' khusus

lang bcrlanggungjarvab
terhadap r4)(/.r/., dan
repl1,'s17t pcmtintaan
infornrasi dari rlisatauan

'llrbenluknya materi
promosi pariwisata di
burism wehsite sccua
bcrkala

Terlaksananya
kerjasama dengan
u,ebrite-n e bs ite lain
untuk saling bertukar
link

'l erlaksananya
pclatihan staf unluk
membuat Progranl
pcmasaran lewat
y,(,rlll€li!lternet

Icrscdianya staf
khusus )'an8
henanggungjawab
lcthadap upd1te dan
,'epl.l atas Pemifltaan
inlirrma.si dari
wisatawan lewat

\7
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No S'I RA'tECI Pl{ocR.\Nl
KIi(;IAI'A\

t\t)lKAI oR
( APAIA\ PI]I,AKSANA PI!1. \KsA\AAN

I ) .l 5

Pemanfaatan sarana
media sosial seperti
Iiacebook. l'witcr.
Instagranl. dan lain-lain,
untuk memas.lrkan
uisata minat khusus
sebagai wisata grup alau
kclompok

Digunakanl'a slrana
mcdil social seperti
Facebook. I witter,
lnstugran. dan lain-
Iain. unluk media
pemas:ran rrisala
ninal khusus scbagai
$isata grup atau
kelonrpok

. Pcrangkat Dacrah
bidang Parirvisnte

. l)cralgkat Duerah
bidang KrT nrLrnikasi

dan Infirmratika

Pengcmbangan
promosi berbasis
lema tertentu.

Pelibatan hotcl dan rorr
ugancy unluk
pengembangd paket-
paket dan pola
kunjungan yang krcatif
dan terlbkus pada target
pasar dan minat terhadap
produk

TerlaksaDannya
kcriasama dengan
hotcl dtnt tour agency
untuk pengembangan
palict-paket dan pola
kuniungan yang
kreatif dan tcrfokus
pada target pasar dan
minat terhadap produk

. Pcr.urgkat Daerah
hidang Pariwisala

r Asosiasi hiro
perjalanan \r'isata
dan agen perjalanan

. Pcrsatuan [htel dan
Restoran

Pengoptinralan
cLktifitas jalur-jalur
distribusi pcmasaran di
sepanjang koridor $isata
stralegis wisatauan
nusantara

TerciplaDya
optirnalisasi elektifitas
jalur-jalur distribusi
pemasaran di
sepanjang koridor
$'isala stratcgis
rvisatarvan nrrsantara

. Pcrangkat Daerah
bidang Pariwisata

r Pclaku usaha
pariwisata

1l



NO STIt,\TE(;I
PII(X: RA\I
KIt(;tA f -{\

t\t)[4.\101t
CAPAIAN

PIiL,\KSANA PEL,\KSANAAN

Pengualan promosi
wisata dengan membuat
websile-y'ahrite

Terwujudnya promosi
rvisata dcngan
membual v,!bsila

. Perangkat Daerah
bidang Parirvisata

. Perangkal Dacrah
bidang Komunikasi
dan Infbrmatika

l l 4 i 6

Pembuatan atumn-aturdr
dalam penentuan pola
insentil tcrhadap semua
upaya promosi dari para
itukeholdcrs yang
nrendasarkan pada
konsep responsihle

Terbentuknya aturan-
atluarl dalam
penentuan pola
insentil' terhadap
semua upa-,-a pr(rmosi
dai para takehtlders
yang mendasarkan
pada konsep
rcsponsihlc louriln

o Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

Perencanaan slratcgi
promosi yang
rnempertimbangkan
jalur-jalur distribusi
pcmasamn

Terlalisananya
perencanaan strategi
pronrosi yang
mempertimbangkfi
jalur-.jalur distribusi
pemasaran

. Perangkat Dacrah
bidrurg Pariwisata

. Asosiasi biro
pcr.jalanan wisata
dan agen pcrialanan
wisata

. Pcrsatuan llotel dan
Restoran Indonesia

1!
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\() S'IRATIiCI Pl{o(; t{A NI

K l. (;1.\t .\\
INDIKA'IOR

(:APAIAN PIi I, \KS,'\N,'\ PILAKSANAAN

I -l j {)

-t Pcningkatan
akselerasi
pcrgcrakan
wisata'n'an di
seluruh KPPS
dan KSPS

Promosi integrasi antar
pelaku usaha untuk
menggcrakkan
kunjungan wisata\r'an
antar daya tarik wisata

Terlaksananya
promosi inlcgrasi anlar
pclaku usaha dalam
mcnggerakkan
kuniungan wisalawan
antar daya tarik u,isala

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

. Badan Promosi
Pariwisata Daerah

r Pelaku usaha
pariwisata

PeninSkatal kegiatan
akhir pekan dalarn
rangka nreningkatkan
minat hcrwisala
wisnus di akhir pekan
nrisalnya dengan
kegiatan Wisata malam.
Sundav nrarket

Tersclenggaranya
kegiatan \lisxra
malam, Sunday
malkct di akhir pekan
dalam rangka
mcningkalkan ftinat
berwisata $isnus

. Perangkat Dacrah
bidang Pariu.isata

. Badan Pronosi
Pariwisata Daerah

. l'elaku usaha
pariT,r,isala

Pcningkatan
intensiflkasi
pcmasaran
wisata MICE
yang
d iselenggarakan
oleh sektor lain

Pcniukatan intensifi kasi
pcmasrran \\isata Nll('L
)lrg diselenggarakan
oleh sckror lain

. Perangkat Daerah
bidang Pari$'isata

Mcningkatnya
intensifikasi
pemasar,ul wisata
MICE yang
diselenggarakan olch
sektor Iain

2l
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N() sTlt,\TE(;l t,t.(o(;ttANt I\DIKA I ()I{
CAPAI,A.N

PI.]I-,\KSAN I'I-LAKS \AAN

I 2 -1 { 5 (I

l Meningkatkan dan
Memantapkan citra
pariwisata secara

berkelaniulan baik
citla pariwisata
dacrah maupun cita
pariwisata kawasan

Penucmbangan
hrunling ka*asan
pariuisata Sragen. dan
I)cnvLlsunan rencana
tindaL penjabalan
hronlitt,t dalanl
penccnrbangan produk
dan prruranr promosi

Teruujudnya
brunding ka\\'asan
pari\\,isata Sragen
yang lebih baik.
dcngan tersusunn)a
rencana tindak
peijabaran brdnding
tcrhadap produk dan
progranr promosi

. Pcrangkat daerah
bidang
l)ariwisata

I)cn\iapan Puhlit
R.,/.r//(r?J yang kreatif
dan bcrkcmampuan
tliplomasi budaya

Tcrsedianya Puhlit
Relatiohs yang
kreatif dan
bcrkemampuan
diplomasibudaya

r Perangkal daerah
bidang
Pariwisata

Optinlolisasi
pcnla laatan media
komunikasi pcmasara[
yang meliputi media
on-linc darr ofJ:line
dalafi tiga aras yaitLL

tocidl, nk)hile. dan

Pcngunaafl rncdia
komunikasi

Pemasaran onJinc
dar. oll:line dengan
tiga aras yaitu social
mobile. dan

. Perangkat daerah
bidang
Pariwisata

21
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\o STRT\TE(; I PRo(;RA\I INI)lK-^rI Olt
C,\P{IA\ PEI,AKSAN]\ Pt.].\KS^\.\.\\

I 3 .l t
. Badan Promosi

Pari*isata
Daerah

I'cngenlba[gan
brtage jaringrn c

nrrrrtetirrg pariu islta

'lenedianya /irtr ge

.iating i e-murketing
pari$isata

r Perangkal
Daerah hirlan-ll

Pariwi$ta
r Dadan Plonrttsi

Pari\lisxta
Daerah

Pengembangan
promosi produk-
produk wisata ninal
khusus mclalui onlirc

'l-erlaksannya

promosi produk-
produk wisata minat
khusus mclalui oalize

. Perangkat
Daerah bidang
Pariwisata

. Badan Pronrosi
Pariwisata
Daerah

\() STRATE(;I PRo(JRANI INI)IKATOIT
CAPAIAN

PIiI,AKSANA PT.]I,AKSANAAN

I 2 -1 { 6

I Nlcmadukan slrcara
sincrgis promosi
rnlitr panrxr)ulu

Keterpaduan
promosi
penrangku

slDcrgls
anlar

Terciptanya
kctcrpaduan sinergis
promosi antar

. Perangkat
Daerah Bidang
Parirvisata

2l
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No s'l tt.\t ti(; I PRo(;IIANI INDIKATOR
CAPAIAN l'I!L,\KS,\NA PEI,AKS,TN,TAN

I .1 { (,

kepcntinean
pariwisata

kcpcntingan

l)ari\\'isata

penrantlu
kepcntingan
pari\.islLtr

o Asosiasi usaha
pariwisata

Kot,rdirrasi. intcgrasi
drn sinkronisasi

nrogram pel-nasaran

clengan upalil

leningkatan ekspor
dan pengen'rbangan
investasi.

Ierkoordinasinya,
terintcSrasinya dan
tersinkronisasinya
progrum pemasaran

dalam pcningkatan
ekspor dan
pengenrbangan
inveslasi.

. Perangkat
Dacrah llidang
Pariwisata

. Stukeholder
o Asosiasi usaha

pariwisata
. Pcrangkat

Daerah Bidang
Perdagangan

. Perangkat
Daerah Bidang
Pcnanaman
Modal

Pcnguatan
bermitra
urketi g)

pelaku
Pari!Yisata

pronrosr

dengrrl
usahx

Terrvuj utl nya
promosi bemritra
(co-n0'kcting)
dengan pelaku usaha

Pariwisata yan8 kuat

. Perangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

. Stuk4holdet
o Asosiasi usaha

p?riwisata

I)engembangan
lasilitas penjualan
secara langsung (!-
Lt)mmerL:?) kepada
\\iisatawan

Tersedianya fasilitas
penjualan secara

langsung (?-

commcrce) kepada
Wisatarvan sehingga

. Perangkat
Daerah llidang
Pariu isata

. Stakeholder
r Asosiasi usaha

)4



N() S'I'IIAT[(;I Plto(;RA \{ INI)IKA I'oI{
('APAIA\ PRLAKSANA PF]I,AKS,\NAAN

I -l I
untuk dapat membeli
paket Wisata secara
langsung

pcmbclian
Wisata
dilakukan
Iangsung

pakel
dapat

sccara

pxrir\ isata

I)cngcll1bangan
kcnlilritan pemasaran

dengan organisasi
pcngcmbangan
destir)asi

l erlaksananya
kemitraan
pemasaran dcngan
organisasi
pcngembangan
destinasi

. Pcrangkat
I)aerah Bidang
Pariwisata

. Asosiasi usaha
pari*isata

l Stralcgi pemasaran
berbasis pada
penrasaran vanll
bcrtanggung jawab.
yang mcnckankan
ta[gglLng jawrb
terhadap maslurakal.
sumber daya
lingkungan dan
$'isatawtrl

I'cngcmbangan norma,
Standrr. l'rosedur dan
Kriteria (NSPK) scrta
inlplcmentasi
Penlasaran pari\\'isata
yang
hcrtar)ggungja\aab

'l envujudnya n,.rrrna.

Standz . Proscdur
dan Kriteria (\SPK)
scrta implenlentasi
Pcnlasaran
pari$'isata yanS

bcrtan ggun gjaw ab

. l)erangkat
Daerah llidang
Pari\lisata

Asosiasi usaha

pariwisala

Pengclllbangan konten
bahan promosi
l,ariwisata yang
mencmpatkan
masyarakat
lokal sebagai tuan
rumah (hosl) dan
penerima manfaat-

Icr*r.rjudnya konten
promosi I'ari$isata
yang mencmpalkan
nlasyarakat
lokal sebagai tuan
rumah (rr).!t) dan
pcncrima manfaat

. Pcrangkal
Daerah Bidang
Pariwisata

. Stakeholdcr

. Asosiasi usaha
pariwisata

25



NO s t'RA I 1,,(; I Plr( )(ilt,\\l I\DIK,\TOIt
(.AP,\IAN PIi,I,ANSANA PT,I,AKSANA,\\

I 2 -1 { l 6

Peningkatan
penggunaan media
promosi lt?Lriwisata

yang ramah
lingkungan.

MeningkatnYa
pengunaan nredia
promosi Pariwisata
yang ramah

lingkungan.

. Pcrangkat
Daerah Bidang
l>ari* isata

. Stakeholder
o Asosiasi usaha

Pcngembangan misi
pendidikan mclalui
berbagai bentuk media
kcpada Wisatawan,
masyarokat, dan

s!-lLlruh pemangku
kepentingan

'lerwujudnya misi
pendidikan me lalui
berbagai bentuk
media kcpada

Wisatawan.
masyarakat. dan

seluruh PemangkLl
kepentingan

. l>crangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

. Stakeholder
r Asosiasi usaha

pariwisata

Pcngembangm Pola-
pola insentif dan

pcnghargaan (reward)
untuk upaya
pemasaran yang

bcrt.ulggu[g jawab
kepada pelaku usaha

Padwisata

'lcrciptanya pola

pola irrscntil_ delr

penghargiurn
(revturiJ dalanl
penrasalan -vang
bertdlggung .jawab
kcpada pclaku usaha

Pariwisata

. Perangkat
Daerah Bidang
l'ariwisata

. Stakeholder
r Asosiasi usaha

pari\aisata

Fcngembangan Pola-
pola sanksi

Qrtnishmenl) untuk
pclanggaran terhadap
prinsip-prinsip

I iLlak

Terciptanya
pola
(?unisllne l\
pelangllaran
terhadap

pola-
sanksi
untuk

pnnsrp-
IIlasaritn

. Peralgkat
Daerah tlidang
Pariwisata

e Stakeholder
o Asosiasi usaha

-t

I



No sl'l{,\'Ilr(; I P tto (; lt A i\I INI)IKA I 0It
(,\P.^.t,\\ I'I.]LAKSA\A t,t,].,\Ks,\\.\'\\

I l .l

benanggung iawab l)irrr!vrsittxtidrkvnng
hr

.1. {rah Kebijrkan Pcn gcrrrbrngrn Promosi

i\.,o STRA'TECI t,tt( )(; t{,\i\t INDIIi\ToR
(.APAIAN Pl ll,AKS;\NA PIJLAKSA\A,\N

I 2 -1 I 5

I Penguatan dan
pcrluasan eksistensi
promosi pariwisata di
Daerah dan luar
Dacrah

Reriex, strategi
poril/.)rirg Pariwisata
Sragcn dengan
menribkuskan upayz
pronrosi pada pasar
donrcslik

Pengadaan review
slla,legi posilioning
I)ariwisata Sragcn
dengan
memfokusken
promosi pada pasar

domestic

. Perangkal
l)acrah Bidang
Pariwisala

Reuror' strategi
pos it it ) ning Pai\yisata
Sragen yang berfokus
pada corc tourism
produclJ: Living
Cultu-e, Hcrilagc

Pengadaan Relieu
str,,legi positbning
Pariwisata Sragen
berfokus pada core
tourism pntducts.
Living Lultrrc,
Heritage

. Pcrangkat
Daerah Bidang
l'ariwisata

\{enciftakan zq1irc
pronlrsi pariuisata

Terciptonya /./g/irc
promosi pariwisata

. Perangkat
l)aerah Bidang

27
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Plroc tiA t\r

ll.-j. I'rogram dan Kcgirlan l'cmh:rngunrn lndustri Pari\risat!

INI)IKA'TOR
(.APAIA\ I'ELAKSANAAN

3 {
No sl RA',t UOt P[]I,AKS,\\,\

I 2 5

Kabufralcn Sragen
unluk meningkatkaul

Kabupaten Sragen

sebagai pcningkatan

l. Amh Kcbijakrn: Pcnguxtxn Struktur lndustri I'ariwisatn

Ptt( )GIt,\i\I I\I)IK,\ I oI{
('APAIAN PI,I,AKS,\\,\ IEL,\KS:\N:\,A\

J

Mcnguatkan fungsi,
hierarki. dan
hubungan antar
IIsaha Pariwisrla
sejenis untuk
meningkatkan daya
saing

Pelatihan pengelolaan
usaha pariwisata yang
berdaya saing

\()

I 2 .1

I

STITT'I I,(;I

Mcningkatkan sinergi
dan kcadilan
distributil antar mata
rantai pembenluk
Industri I)ariwisata

Pcmbentukan forunl
konrunikasi antar
induslri pariwisata
Kabupaten Sragen
untuk !neningkatkan
sinergitas.

l erbentuknya lbrum
komunikasi anlar
industri pariwisata
Kabupaten Sragen
dalam rneningkatkan
sinergitas

I

Terlaksananya
Pelatihan pengclolaan
rusaha pariwisata yang
berdaya saing

. Perangkal
Dacrah Bidang
Pariwisata

. Usaha Jasa
pariwisata

.r8

l
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No STIt,'\TI.,(;I Pt{o(. r{A l\l I\t)tK,\ I Olt
('APAI,\\ PI.]L,\ I(SA\A PITI.AKSANAAI\

I 1 -1 l

Pemhinaan sistem

anak angkat-hapak
angkat anlara industri
besar dengan indushi
kecil,' nras\ arakal
sekitar

Terselengaranya
system pcmbinaan

angkaGbapak angkal
antara induslri besar
dengan industri kccil/
masyarakat sekitar

. Pcrangkat
Daerah Bidang
Parirvisata

. l'crangkat
Dacrah Bidang
Koperasi dan
UMKM

. tlsaha Jasa

pa wisata

Pembe an fasilitas/
ruang rlirTlr4 bagi
para pengusaha kecil
di bidang parir,"isata
untuk memanrerkan
produknya dan
ccndcra nlaia khas

daerah di hotel

Tersedianya fasilitas/
ruang r/i.r7lay bagi
para pcngusaha kecil
di bidang pariwisata
untuk memamerkan
produknya dan
ccndera mata khas
daerah di hotel

. |erangkat
Daerah llidang
Pariu'isata

.I,cranlkal
Daerah Ridang
Kopcrasi dan
t t\,IKNl

. llsaha Jasit

pari*isata

:0

l



2. Arah Kcbijakan: l>cningliatan Produk P{ri$isrtr

No S I ltA l'l,l(;l Pt{(x; lrAl\t t\t)tK{ I ( )l{
t,tiN( ,\P,\t \\ PELAKSA\A PEI,,\KS,\\,1.,\\

I -1 { 6

l Pcngembangan

kualitas dan

kcraganan usaha daya

tarik \Yisata.

Pelatihan

pengcloiaan

pariwisata

berdaya saing

usaha

yang

Pengadaan pclatihan

pengelolaan usaha

pariwisata yartg

berdaya saing

. Perangliat
Dacrah bidang
Pariwisata

r Pelaku usaha

Pa wisata
. Lelnbaga

Pclalihan

Pelatihan dan

sertifikasi bagi usaha

parirvisata

Pengadaan Pclatihan

dan sefiifikasi bagi

usaha pari*isata

. Perangkat
Daerah bidang
Pariwisa(a:

o Badan Nasional
Sertifikasi
Profesi

o Lcrrrbaga
sertitikasi Usaha

. Pelaku usaha
pariwisata

o Lembaga
Pelatihan

Nlelaksanakan /o/(
model sertilik&si

usaha pariwisata dan

sertillkasi
konlpctensi bagi

tcnaga kerja

Terlaksananya role

model sefiifikasi

usaha pariwisata dan

sertifikasi kompctcnsi

bagi tenaga kcrja

. Perangkat
Daerah bidang
Pariwisala

r Badan Nasional
Scrtifikasi
Profesi

. LSP Pariwisata

31
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\o STRATE(;I Pllo(;R{.}t INI)IKA'TOR
PENCAPAIA\ P[]I,,{KS,\NA I'I,]L,\ I(SA\ A A \

I 2 .l

. LStJ Pariwisata

. Pelaku usaha
pari\\isata

Penyusunan

kcanranan

scliap

piiriwisata

standar

unluk
usaha

l crsusunnya
keamanan
setiap
pariwisata

standar
untuk
usaha

. Pcrangkat
Daerah bidang
Pariu,isata

r Pelaku usaha
pari\\'isata

Penilaian penerapan

standar kcanranan

untuk scliap usaha

pariwisata

Tcrlaksananl'a
penilaian pcnerapan

standar keamanal
untuk setiap usaha
pariwisata

. Pcra[gkat
Daerah bidang
Padu isata

. Pclzku usaha
pariwisata

Pencrapan standar

keanranan usaha

pari\,"isala dan

pemberian sanksi

bagi usaha

pariwisata yaog

tidak mematuhi

standar keamaoa[

'lcrlaksananya

penerapan standaf
kcamanan usaha
pariwisata dan
pemberian sanksi bagi
usaha pariwisata yang
tidak mematuhi
standar keanlaflan

. Pcrcngkat Daerah
bidang Parirvisata

. Perangkat Daeralr
bidang
Kctcnleraman dan
Keteftiban Umum

l)eny'usunan

pcdoman mengcnai

kervrjiban usaha

pariwisata dalanl

'lersusunYa pedorlar
nrcngcnli kervaiihan
usaha nrri\risata
dalam nrclcstarikan
sumber dava buduva

o Pcrangkat
Dacrah bidang
Piri$'isata

l

I

l



N() s t'R.\'t t.(; I Plt()(; R.\\l I\DIK:\ToR
PI,]N(]AP,IIA\

P[,LAKS,\NA PEI,AKSANAAN

I 2 3 .l

melestarikan sumbcr

daya bLrdal'a d:rn

Sunbcr daya alanr

dan Sumber daya
rrllror

Penerapan standar

dan pedoman

perlgelolaan

lingkungan hidup

dalam

penyelcnggar;r,:n

usaha pariwisata dan

penlberian sanksinya

fenariudn)'a standar
d?rn pcdoman
pengclolaan
lingkungan hidup
dalam
penyelcnggaraan
usaha pariwisata dan
pembcrian sanksin-va

. Perangkal I)aerah
hidaog l'ariwisata

. l)crangkal Dacr.h
hidarrg
Lingkungan
Hidup

I'envusunan
dan
pengelolaan
lingkungan
dalanr

stanrlar
pedonran

hidup

pcn)elenggaraan
usaha pariwisata

'fersusunnya slandar
dan pedoman
pengelolaan
lingkungan hidup
dalam
penyelenggaraan
usaha pariwisata

. Perangkal I)acrah
bid,lrrg l)ari\isata

. l'crrngkut Daerah
bidang
l-ingkungan
I-lidup

l Mengembangkan
kapasitas dan kualitas
fungsi dan layana!
lasilitas pariwisata
yang memenuhi
st0dar nasiolal dan
ntengangkat unsut

Penyusunan standar
lungsi dan layanan
fasilitas pariu'isata
dengan mcngacu
pada unsur keunikan
dan kckhasan lokal

Tersusunnva standar
lungsi dan layanan
lasilitas pari\r'isa1a
dengan mcngacu pada

unsur keunikan dan
l<ekhasiur lokal

. Perangkat Dacrirh
bidang Pilriwisata

. []saha .lasa

Pariwisata

33
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Ptto(; R.4.NlNO

t 6I -l .l

. Perangkat Dacrah
bidang Parirvisata

. Perangkat Daerah

bidang

Perhubungan

. Perangkat Dacrah
bidang Pariwisata

. Perangkat l)aerah

bidang
Perhubungan

. PerzLngkat Daerah

bidang Pekerjaan

Umum

s'I RA r'l,tcI

ke unikLn dan
kekhasan Iocal

Mengcnrbungkan
kapasilas dun kuulitas
layanan jasa

lranspr)rlasi )'ang
n'rendukung
kemudahan pcrlalanan
q,isatasan le KPPS
dan KSI'S

Perluasan jalur
transportasi yang

mendukung
kemudirhan
perialanan
wisatawan ke Kl)l)S
dan KSPS

'Icrsclcnggaran)a

Perluasan jalur
lransporlasi yang
rncnrlukung
kenludaha11
perjalanan wisatawan
kc KI'l'S dan KSPS

Peningkatan kualitls
.jalan menuju ke

KPPS dan KSPS

\,leningkatnya
kualitas jalan menuiu
kc KPI'S dan KSPS

I \ r)tKA t oR
PII\C.\P.\IAN P[I,AKSANA

3. Arah Kebiiakan: l'engenrbangan Kr:mitraan I strha I'arirrisata

tNt)Il(A',t oR
( ,\P.^.tA\

I

fengenrhangan
sk.nra kcriasrrna

l'cnguatan kcriasama
anlara I'cmerinlah
I)aerah- dunia usaha.

'Ier*ujudnya

kedasama
Pemerintah

. PcriLrlgkat l)acrall
bidang Par i\,"isrlir

PIII,AKSANAPRo(:RAVI\() S'I'ItATIi,(;I

5 67 .t

PI,I,AKSANAAN

-1

l4

anlara
Dacr'ah.

I'ELAKSANAAN
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NO STRA'I'l,l(;I l,lroGILA.M INDIKA'I'oR
CAPAIAN PEI,AKS,,\NA PEL:\KS:lNAAN

I 2 -1 { :! 6

Penrlx-nrrrkur Iirrum
konruniklsi
pcmbu]lgunan

kcpariwisataan daerah

'lcrbcltuku)a Ii)runl
konrunikasi
penlbangunan
kepar-iwisataan daerah

. Perangkal Daerah
bidang Parirvisata

o Pelaku usaha
pariwisata

Fasilitasi pertemuan

rutin lorum komturikasi
pembangunan

kepariu isataan daerah

'l'ersedianya lasilitasi
pcrtemua[ rulin ibrum
komwikasi
pembanglman
kepariwisataan daelah

. Perangkat Daerah
bidang Parirvisata

. Pclaku usaha
pariwisata

Arah Kcbij:rkan: I)enciptran Bisnis

NO STR,.\.TtrCI PIt()CRAM INDIKATOR
PI]\CAI'AI N

PELAKSANA PILAKSA1\-AAN

I 2 l d t 6

I Pcngembangan
mana]emer1 dan
pelayanan Usaha
Pari\\,isata yang
krcdibcl dan
berkualitas

Penerapan standardisasi
dan Sertillkasi Usaha
Pariwisata yang
mengacu pada prinsip-
pdnsip dan standar
nasional dengan
mengoptimalkan
pemanlaatan sumber
daya lokal

Terciptanya
standardisasi dan
Sertifikasi Usalia
Pariwisata yang
mengacu pada
prinsip-piinsip dan
standar nasional
dengan
mengoptimalkan
pcmanfiratan sumbcr
dava local

. Perangkat Daerah
hidang Pariwisata

o LSP Pariwisata
. LSll Pariwisata

36



\() 51'R,\TIi(;I PR(X;RA\1
INI)I Ii,\I oR

P11\(.\l'.\1.\\ PI'I,AKSANA PtrLAKSANAAN

I 2 3 { ('

Pcn)usur]nn sistcrn

tmnsaksi bisnis secartl

elektronik

Temusunnya sisten
tBnsaksi bisnis
sccara elektronik

. Perangkal Dacrah
bidang Perdagangan

. Perangkat Daelah
bidang Perindustrian

. l]saha Pari$isata

Penyusunan rcgulasi
terkait dengan
peniaminan usaha di
Kabupaten sragcn.

l crsusunnya regulasi
tcrkait dcngan
penja:rinan usaha di
Kabupatcn Sragen.

. Perangkat Daerah
bidang Perdagangaur

. Peranllkat Daerah
bidang Pcrindustrian

. Usaha Pariwisata

Sosialisasi standar
pengelolaarl hotcl
untuk pcninrrkalan
kr),rlitas hotel di scluruh
k[wasan.

Terlaksananya
sosialisasi standar
pengelolaan hotel
untuk peningkatan
kualitas hotel di
seluruh ka\jvcsan.

. Perangkat Ilacrah
bidang Perindustrian

. Perangkat l)acrah
bidang Pariuisata

. Asosiasi Perhotelan

Sosialisasi standat
MICE pada pengclola
hotel dan usaha
pariwisata lain.

Terlaksananl'a
Sosialisasi standar

MICE pada pcngelola
hotel dan usaha
pariwisata lain.

r Perangkat l)acrah
bidang Pariuisata

r Asosiasi Perhotelan

Pengembangan sistem

online huginess

'[cnrujudnya sistem
online husiness
lrdnsoc,ioh yang

lcbih baik

. Perangkat Daerah
bidarrg Pariwisata

. Usaha Jasa

pariwisata

37
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NO STRA I'[,(; I Plt( )(; lL\\l lNl)lKA'l ( )lt
C,\PAI.\\ PEI,,TKS..\\:\ PELAKSANAAN

I 2 3 { 5 6

pcduli
pclestarian
lingkungan
br.rdaya.

terhadap

dan

pcduli
pelcstarian
lingkungan
budava.

terhadap

dan

Parirvisata

l)cmbuatan kcgialan

llilot proicct
(\r'poralc Social
,(rrpor?.ribili0l (CSR)
untuk pcngembrngan
lepariuisataan

Terwujudnya
kcgiatan pilot
project ( orpotule
Social R!.Unnsihility
(CSR) untuk
pengembangan
kepariwisataan

. Perangkat Dacrah
bidang Pari$,isata:

. Pelaku usaha
pariwisala

Pcnyusunan sistem
koordinasi dan
prognm yang
integratif dalam
menyalurkan dana
(orpofttlc Social
Re.lporslrilil) (CSR)
dari usaha-usaha
pariwisata

'l eBusunnYa sistem
koordinasi dan
progranr yarlg

integratil dilam
nlelyalurkan dana
CorpontrL' Social
R.,rpoflirlli/-l (CSR)
dari Lrsaha-usaha
pari*isala

. Perangkat Daerah
bidanS l'}ariwisata

. Pelaku usaha
parirvisata

Sosialisasi Cbl2orale
Sotial Responsibility
(CSR) bagi usaha
pariwisata

Terlaksananya
Sosialisrsi
(orporale Social
Rc,rpor?srriliry- (C S R)
bagi usaha
pari\r'isata

r Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

. Pelaku usaha
pariwisata

Penananlan pohon di

ka!\'asan daya tarik
lr'isata untuk

'lcrlaksananya

keciatan penananlan
pohon (li kauasan
da)'a lirik rvisata

. Perangkat Dacrah
bidang Pariwisata

. Perangkat Daerah
bidang

39
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\o S'I'RA'IECI P Ro(; II\NI INDIKAToR
(.\PAIA\ P},I,,A.KSA\,\ Pt]I,AKSANAA\

I .t { 5

mendukung

pcmhanSunan

pariwisala

lingkungan

untuk nrcndukun8
pcmbangunan
pariuisata
herwauasan
lingkungan

Lingkungan
llidup

o Pelaku usaha
pariu'isata

I1..1. l,rogrxnr dt Krgiatxn Penlh:utgunan Kdcmhagaan l'nriwisilta Pcngurltan ()rg;rnisasi I\tpari$isetann

l. Arah Penataxn KelcrrhagraD Penguatan N'l0kan ismc Kincrin t. ntuk l\Iondukung \lisi
Scbegxi ll)rtof{rlio

N() sl tt^ I'[](;r PRO(;RAM
INDIKA'I'OIt

CAPAIA|\]
PI'I,AKSANA PI,.l.AKsAN,it^N

I 2 -l -l : 6

l l'cnguatan tata
kclola 0rganisa.si
Kepariwisataan
dalam struktur Dinas

Pembentukan DinlLs

Pariwisata atau IJLU

Pariwisata

Terbenflrknya Dinas
Pariwisata atau BI-Ll
Pariwisata

Pemerinrah
I)xcrah

Pcningkatan anggamn

untuk pengenlbanBan

I)?Lriwisata

Meningkatnya
anggaran untuk
pengembangan
Pariwisata

Pcmcrintah
Daerah

Pcnyusunan

pcrencanaan

da)'a

pari!visata

sulnhcr

nlanusia

di

'l'ersusunnya

perencanaan sumhr
daya nlanusia
panu,isata di
lingkungan

Pcmerintah
Daerah

40
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\o s't RAl ucI Plto(; lt,,\ \I INl)lti,{1()R
( \P,\ IAN

PELAKSANA PEI,AKSANAAN

I -1 -l 5

lingkungan pemerintah

dacrah.

pemerintah daerah

Mcnguatkan
kerrampuan
perencanaan.
pclaksalaan,
pcngawasan
prcgranl
I)cmbanBunaul
Keparirvisataan

dan

Penguatan kcmarnpuan
perencanaun.
pclaksanaan. dan

pengawasan prograln

Pembangunan
Kcpariwisataan bagi

pcrangkat dacrah
\\,isah.

Mcningkatnya
penguatan
kenrampuan
pcrcncaniun,
pelaksanaan, dao
pengawasan
program

Perangkat
Daerah bidang
Pariwisata

Penguatan
mckanisme
sinkronisasi dalr

harmonisasi program
l)cmbaogunzul
Kepari$isataan baik
sccara internal f)inas
nlaupull lintas
sektor.

Pcngualan mekanisnre

sinkmnisasi dan

harmonisasi program

Pcmbangunan
Kepariwisataan baik

secara intemal Dinas
maupun linlas scktor.

Meningkatnya
penguatan
mekanisme
sinkronisasi dan
harmonisasi progmm
Pernbangunan
Kepari\lisataan baik
secara ifitemal Dinas
maupun lintas
sektor.

Peraogkal
Daerah bidang
Piriwisata

41,



2. Arah Kebijakan: Pemant{pan Organisasi Kepari$is:ltnan I)alam \Iendukung l'rrirrisata Sehigai Pilar StrIllcgis

l'embxnguntn l)a{:rlrh

s l t{,\1 Il(;l I'R()(;ltr\\{ INI)tRAToII
( AP,\ I \\ PEI,dKSANA PEI-AKSAN,{AN

.l l2

Penguatan fungsi
stlate gis
Kepariwisataan
dala:rr menghasilkan
dcvisa

l'cningkatan I lsaha

Pari\\,isata tcrkail

'lcrsusunn!a progranl
pcnrbangurun

'l crlalsananya
ker-iasama tsadan

Promosi Pariwisata
Daerah dalanr
penyusunan
kebijakan promosi

'I crhcntuknl a

Asosiasi IIot,.'llBirtr
l)crjalanan
Wisati/1 r ansportasi/
Penrandu \risala

Tersusunnya skema
kerjasama antara
pemcrintah daeralr
dengan pclaku r.tsaha

j,rsa

. Perangkat Daerah
bidang Pari*isata

r Induslli
pariwisata

. Perangkal Daerah
bidang Parirvisata

r Badan Promosi
l'arirvisata Daerah

. I,erangkat l)aemh
bidang
Perhubungan;

. Perangkat Ilaerah
bidang Pariwisata:

Pcn)'usunan skema

keriasama antara

pemerintah daerah

dengan pelaku usaha

jasa

\()

I

I t

l)enyusunan program
penrbangunan
pariu'isata antara
pemerintah dacrah
denSan industri dan
antar il1dustri

Pelibatan Badan

Promosi Pari*isata
Daerah dalam

penyusunan kcbijakan
pronlosi pariwisata

isalir

Pembcnlukan Asosia.si

Hotel/Biro Perjalanan

Wisattr/Tra.nsponasi/P

emandu wisata

42

. Perangkat Dacrah
bidang Pariwisata

. Masyarakat



sIlltlll(;l PIIO(;RA\T

Pcningkatan peran

pcnting asosiasi-

asosiasi pclaku

industri pariwisata

dalarr
nrcngcnrbangkan

kcpari$isataan daerah

l'cninSkaran
I)rnrburJalir n

Msverekat

frsilitusi
pcnlbcntukan dan
pengunlan Kelompok
Sadu Wisata
(Pokdar$is)

Pcmbcntukan fonrnr
komunikasi
masyarakat yang
peduli terhadap
pembangunan

INt)tKAt ()li.
( ,\P,\I A\ PEI,AKSA).JAAN

7

Pcntlng
asosiasi
industri
dalanl

Meningkatnl'a pcrao

pelaku
pariwisata

. Perangkat f)aerah
bidar,g I)ariwisata:

o lndustri
patiwisatai

. Asosiasi
pariwisata

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisata

. Masyarakat

. Perangkat I)trerah
bidang Pariwisata

. \,lilsyar.kat
r Kelurahan

nrengembangkan
kepariwisataan
daerah

Meningkatnya
l)cmbcrd:Lyaan
Masyarakat

Tersedianya iasililas
pcmbentukan dan
penguatan Kelomfxrk
Sadar Wisata
(PokdaNis)

Pclibatan Kelompok
Sadar Wisata
(Pokdarwis) dalam
pcneraparl sapla
Pcsona

'Icrsedianya fontm
komunikasi
masyarakat Yang
peduli terhadap
pembangunan

\\ 1(rtir
'ferlibatnya

Kclonpok Sadar
Wisata (l'okdarwis)
clalam penarapan
Sapta Pcsona

. Perangkat Daerah
bidang Pariwisau

. Masyarakat

. Perangkat l)aerah
hidang Pa wisata

. Masyarakat

. Kelurahan

\()

l).ningkalan
Pcnrhcrlar aan

lvlas!alakat

1I .l 5

I

PI,]I,A KS,\N,\

43



s I t{,\ IE(;l PRO(; lt.\ll PEI,AKSANA PT,LAKSANAAN

Penyusunan kehijakan

atau peraturan dacrah
pelestarian lingkungan
untuk pengembangan
pariwisata

-1. Arah Kebijakan: Pcngembangan dln Penguatan Organirtsi KsParirv isataan Yang Menangnni Bidrng Destinasi

I'uliwisrt:l l)rtrah

t,l{()(;l{ \\l

5

I Mc[gualkan struktur
dan fungsi
organisasi bidang
pengcmbrngan
deslinasi

Terwujudnya
Penguatan stnrktur
dan l'ungsi
organisasi yang

lebih baik di bidang
pcngembangan
destinasi

Perangkat Daerah
Bidang Pariwisata

INDIl'.4TOR
CAPAIAN

l {I 2

Penyusunan
kebi!akan
pcraturan
pelestarian
lingkungan
pengembangan
pariwisata

untLrli

atau
daerah

T

. Perangkat Daerah
bidanS l'ariwisata

. Perangkat Daerah

bidang
l.ingkungarl
llidup

Tersusunnva
kebijakan
pcftrluran
pelestarian
lingkungan
pengcmbangan

untuk

pariwisata

atau
daerah

l)cningkatan
pelcstarian
lingkungan

STRd'I'E(;I PT]I,AKSA\.\A\

)-l l7

INDIKATOR
CAPAIAN

PEL.!\KsA\A

I

NO

Penguatan struktur dan

fungsi organisasi
bidang pcngenrbangan
destinasi

\o

.i.



\() sTR^TIICI PROGR M
INI)tK,^.t oR

C.\PAIAN
PIiI,AKSANA PI'LAKS,\NAAN

I 2 -l -l a ('

Fasilitasi
tcrbentuknYa
orSanis!L\i
pcngenrbangan
deslinasi

Iiasil itasi terbcntukrlya
organisasi
pengcmbangan
destinasi

'Iersedianya

lasilitasi
terbcntuknya
organisasi
pcngcmbangan
destinasi

. Pcrangkrl l)acrxh
Bidang Parirvisata

l'asilitasi
pengembangan dan

p€nguatan lembaga

pengelola destinasi

pari wisata

Tersedianya
l'asilita.si

nengcmbangan dan
penguatan lcmbaga
pengclola destinasi
parirvisata

o Perangkat l)aerah
bidang t'lriwisata

. Pclaku Usahn wisala

Mcnguatkan
kenritraan antara
orgunisasi
pengcnrbangan
destinasi dan

Pcmerintah Daerah
dalam Ilcmbangunan
Kcpariwisataan

Penguatan kcmilr.tan
antara organisasi
pengembangan
destinasi dan
Pemcrintah Daerah
daiam Pembangunan
Kepariwisataan

Telwujudrrya
kenritraan antara
organisasi
pcngembangan
destioasi dan

Perne rltah Daeruh

dalam Pembangunan
KcPariwisataan yang

lebih baik

. Pemlrgkat Daerah

Bidang Pariwisata
. Asosiasi usaha

pariwisata

Pen),usunan

kerjasama

teknis
pengembangan

pariu'isata

skcma

inslansi

terkail

dcn.qan

ferciptanya skenra

keriasarna instansi
teknis terkait
pengembilrlgan
pariu,isata dengan
pclaku usoha

. Perangkat Dacrah
bidang Pari$'isata

. Perusahaan l]acrah
Air lvlinun,

. Perusahaan l-istrik
NcgaraL



6-1I

\o PRO(; RA \I

pelaku

pariwisata

usaha

S1'RATI]CiI

I I .5 l'c h:lngunitl Sumher l)a\',r Nlarrusiu (SDl\l ) l'nIirl i\irta

I\ t)t K .\ fo lt
(,\P,\I^N PEI,,\KSANA PIt.AksA\.\,\\

.l

p?lri!!isata . Insransi
lainnru
usxha

terk!it
Pclaku

\!isata

l. Arah Kcbijakrn: Pcningkntan Kapisitas daD Kapabilitas SDI\{ l'ariwisatn di PcmeriDtah l)trera

I \DIK,\ToR
(.APAIA\

h

stRAIt.(;l Pt,(( )(;ll \\l

Pelatihan
kepariu isataan
pegawai
meningkatkan
kcmampuan
profesionalitas

PI]I-,T\.KSANAAl\

Menirlgkxlkarl
kenranrpuan dau
prol.rsionrlitas
pegawai

bagi
untuk

rlln

Pengadaan
kepariwisataan
pcgawai
meningkatkan
kcmampuar
profcsionalitas

lrelatihan
hagi

unluk

tlen

Shortcourse

kepariwisataan bagi
pej aba/calon pejabat

pariwisata

Tersusunnya analisis
kcbutuhan pelatihan
teknis kepariwisalaan

Pengadaan Shorlcourse
kcpariwisataan bagi
pcjabat,'calon pejabat
pariwisata

. Perangkat
Dacrah bidang
Pariwisata

. Perguruan
Tinggi

6l .l )
I'I]I,AKSAN,'\

. Pcrangkat
Daerah
Bidang
Pariwisata

. Perangkat
Daerah
Bidang
Pariwisata

Penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan
tekDis kcpariwisataan

I

\0
I 2
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No sTRA t',E(; I PRo(;RA!I I \ t)t K-\'t oR
CAPAIAN

PIiI,AKSANA P[,LAKSANAAN

I -l -t it 6

penrcrinuh decrah pariwisata di pemerintah
daerah

. Pcrangkat
Daerah hidang
Kepegawaian

. Pelguruan
Tinggi

Pcndataan iumlah
kebutuhan sumbcr

daya manusia di
industri pariwisata

dan pcnrcrintah

daerah

'I erlaksananya Pendataan
jumlah kebutuhan sumber
daya nranusia di industri
piuiwisata dan
pcmerintah daeri*t

.l)crangkat
Daerah bidang
Pariwisata

o Perangkat
Dacrah bidang
Kcpegauaian

.lndustri
Pari$'isata

. Pcr gkat
Daerah bidang
Parirvisata

. Pe[gelola
daya rarik
wisata

o Lcmbaga
Pelatihan

Pelatihan lino'isnt
Ho.\pitolilt, dan
Cusktnlrr .\arl ic'r,\

bagi pengelola daya
tarik \lisirla

I'cngadaan l'clatihan
lluri\n Ilospitality dan
( usto, er .S?n'ircs bagi
pcngclola daya larik
Nisata

Meningkatkan
kualitas sunlber
daya manusia
pengelola
pendidikan dan
latihan biddng
Kcpariwisataan

Peningkatan kualitas
sunlber dilya manusia
pengelola pcndidikan
dan latihan bidang
Kcpariwisatrurn

1'erwujudnya kualitas
sumber daya manusia
pengclola pcndidikan dan
latihan bidang
Kcpariwisataan

. Pcrangkat
l)acrah
Bidang
Pari$isata

. Perangkat
Dacrah
Bidang
l'cndidikan

48



s] ttATt(;l PIIoGITA}I

Pengembang.m
sarana dan prasarana
sekolah Pariwisata
jenjang sekolah
minimal sekolah
menenga}-/diploma

Pemutakhiran
kurikulum untuk
scmua jcnjang
pendidikan
pariwisata di
Kabupaten Sragen

Pemutahiran
kurikulum untuk
profesi tehnis,'non
gelar (perhotelan,
pemandu wisata dll)

PLT,,\ KS,\N,\ PIi1..\KS.\\{A\

Terwliudnya kurikulum
yang lebih haik untuk
prof'csi lehnisrnon gelar
(perhotelan. penlandu
wisala dn)

5 6I 1. l -l

. Lembaga
Pendidikan

. Perangkat
Daerah
Bidang
Pariwisata

o Perangkat
Daerah
Bidang
Pendidikan

. Lembaga
Pendidikan

INI)I KA I OI{
(.\t.\l,\\

leru'ujudnl'a sarana dan
prasarana sekolah
Pariuisata yang lebih
baik unluk icniang
sekolah minimal sekolah

mcncngah,'cliploma

'Ierwujudnya kurikulum
yang lebih haik untuk
semua jenjang
pendidikan pariwisata di
Kabupater Sragen

. Perangkal
Daerah
Bidang
Pariwisata

. Perangkat
Daerah
Bidang
Pendidikiur

. Lembaga
Pendidikan

. Perangkat
Daerah
Bidang
Pariuisata

dcngan

NO



\o STRA-I'I:(; I PRo(;R \\I t\DtKA',tot{
CAPAIAN

PELAKSANA P!]I,AKSANAAN

I 2 .l .l 5

dengan standax
intemasional di
Kabupaten Sragen.

standar inicmasional di
KabrLpatcn Sragen.

Dacrah
Bidang
Pendidikan

o LembagaPcndid
ikan

l'enycdiaan sarana
dan pftEarana
pendidikan
kepariwisatam
herlrraf intcrnasional
di Kabupaterr Sragen.

o Tersedianya sarana

dan prasarana
pendidikan
kepariwisataan hcrtaraf
intcmasional di
Kabupaten Sragcn.

. Pcrangkat
Daerah
Bidltng
Pariwisala

. Pcrangkal
Dacrah
Bidang
Pendidikan

. T.embaga

Penclidikan

2. Arah Kebi jllian: Pcmhangunan Pariwisatn di Dunia l:siha dan \'las) arakat

NO sr tt {1 I (;l Pti(x;R..\ \l INDIKATOR
CAPAIAN

PEI,AKSANA t,t..t-,\ Ks,\N,\AN

I -1 t 5

I Meningkatkan
kualitas dan
kuanlitas sumber
daya nranusia yang
memiliki senifikasi
kompclcnsi di

Peningkatan kualitas
dan kuantitas sumber
daya manusia yang
meniliki sertifikasi
kompctcnsi di setiap
KPPS dan KSPS

Terwuiudnya kualita-s

dan kuantitas sumber
da)'a manusia yang

memiliki sertifikasi
kompetensi di sctiap
KPI'S dan KSPS setiap

. Perangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

o Usaha
Pariu'isata

. LSP Pariwisata

)0

6



No st'l{.\'l []{; I PRO(;nA!\t
INDIKATOT{
( APAIA\

t,IiLAKSAN,\ PELAKSANAAN

I .l .l 5 6

scliap KI'PS dan
K,\il,s

seliap tahun tahuD

Pclatihan 'l utt ism

Ilo.\)itali^ bagi

Fft,ntlit! Pcople
lnduslri l'ariwisata
setiap tahtln

Pengadnan Pelatihan

Touri.t HospitaliD,bagi

Frontl ine P eople l:nduslti

Pari\risata setiap tahun

. I'crrugkat
I)aerah bidang
PariTvisata

r Industri
pariwisata

. Lembaga
Iclatihan

Pclnliharr kompctcnsi

kcrja di bidang

pariu isata ;_ang s,-,suai

dcngan Standar

Kompclcusi Kerja

Nasional Indonesia

setiap tahun

Pengadaan Pclatihan
konrpetensi kerja di
bidang pariwisata Yang
sesuai dcngan Standar

Kompetensi Kerja
Nasional lndoncsia
seliap tahun

. Perangkat
daerah bidang
pariwisata

. tembaga
Pclatihan

Uji kompetensi Pclaku
usaha pariwisata

setiap tahun

Pengadaan tlii
kompetensi pelaku

usaha paiwisata setiap

tahun

. Perangkat
Daerah bidang
Pari!visata

. Lembaga
Seftifikasi
Kepadwisataan

Sensus SDM

pariwisata berdasar

tingkat pendidikan

dan sertifikasi

kompetensi

Pcngadaan Sensus SDIVI

parirvisata bcrdasar

tingkat pendidikan dan

seflilikasi komPolcnsi

. I)erangkat
Daerah bidang
I)ari$isata

o Pihak ke 3

r Badan Pusat

51



N() sI'RA't U(;l PRo(;It NI
INDIICITOR

(]APAIAN PEI \ KSA\ { PEI,AKSANAAN

I -1 -t t (,

Statistik

lueningkatkan
kefiampuan
kervirausahaan di
hidang
Kepariwisataan

Peningkatal
kemampuan
kcwirausahaan di
bidang
Kepari$,isataan
mclalui pelatihan
setiap tahun

I errvujudnya
kclnampuan
kervirausahaan di bidirng
Kepariwisalaan mclalui
pclatihan setiilp tahun

r Perangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

o I Isaha

Pari!r'isata
o Lembaga

Pelatihan

Pelaksanaan

pcndidikan
pclatihan

dan

'l crsclcnggaranya
pendidikan

!--latihan

rlan
.l'crar!kat

I)aclah bitl.Lng

Pari\\ isata
. Per'grrruan

Tinggi
. SMK

l)ari!\ isala

Pelatihan pcnguasuan

teknologi inibrmn-si

bagi para pclaku

usaha pariwisata

Pengadaan Pelatihan
pclguasaan teknologi
informasi bagi para
pclaku usaha pariwisata

. Perangkal
Daerah hidang
l'ariwisala

. Pelaku usaha
pariwisata

Training for TruitPrs
(TOT) pelaku usaha

paliwisata di dcstinasi

pari\-,"isata

l'cDgadrHrl n'diling lir
Tialnrr ('l'0'l ) pcl.rku
usaha pariwisala di
dustinasi pariwisata

. Perangkat
Dacrzrh bidang
Pariwisata

o Pelaku usaha
pari\\isala

Mendirikan
lembrLga pcndidikan
Kepariu isalaarl

l'cndirian leml'raga
pendidikan
Kcpari$isalaan !ang

'I crsclcDggarannya
lembaga pendidikan
Kcpariwisalaan yang

. Perangkal
I)acrah tsirlang

5)

l
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No s'l RA'l ll(; l Ptt()(;l{Al\1
tNDlK,\',1'ot{

C { I',\ I1\ l'l.l.AKS,\N.\ P!-I,AKS,\NAAN

I 2 -l .l 5

Prasarana
Umum, Fasilitas
Umum dan
Fasilitas
Pariwisata dalam
mcndukung daya
saing fJeslinasi
Pariwisata
Daerah

Pmsarana Unrunt.
l'asilitas Umum dan
I-asilitas Pari$istla
dalanr nrcndukung
daya saing Destinasi
l)ariwisata [Jaerah

I Imum. Fasilitas Umurrl
dan Fasilitas Pari*isata
dal:un mendukung daya

saing I)cstinasi
Pariwisata Daerah

Daerah Bidang
Pariwisata

I Meneliti dan

Mengembangkan
cara Mcmperkuat
Pemberdayaan
Masyarakat
rnelalui
Kepariwisataan

'I crciptan] a
tentang
\4emperkuat

risct hanr
cara

Pcmberdayaan
Masyarakat
KcpariwisatatLn

mclalLti

o Bappeda
. Perangkat

Daerah Bidang
l)ariwisata

Meneliti dan

Mengembangkan
lnvestasi di
bidang
Pariwisata

Pcnclitian dan

Pengembangan
lnvestasi di bidang
Pariwisata

'lbrciptan]a riset baru

tentang In\,estasi di

bidzLng Pariwisata

. BaPPeda

. Pcrangkat
Daerah Bidang
Pariwisata

l)cnclilinrr (lin
Pengenrhangan cura
It{enrpcr'kuat
I).nlhcr(ll)aan
N{as;_arakat melalui
Keparirvisataan



2. Arah Kcbijakan: I'cningktta t'enclitinn Yang llcroricntasi Pada I'engembangln Pcnrasaran Pariwisata

.+

\ {\ll,.Gl

N,{cncliri
Perlingkatan
promosi Pariwisala
di dalanr dan di
luar ncgeri

Pl{( )(;R.\Nt

r Ilappeda
. Perangkat I)aerah

Bidang Pari\"isata

INI)IKA'I0R
( AP,\I.\\ P[I,,\ KS 1\ A

. Balpeda

. Pcrangkal l)aerah
Ilidarg Pariuisata

.l .lI 2

I Mencliti Pasar

uisalawafl dalarl
rangka
pengembangan
pasar baru dan
pengcmbangan
produk

Penelitian Pasar

wisatawan dalam
rangka pcngembangan
pasar baru dan

pcngembangan
produk

l'c eLitirn l)cnguil1Jn
cilra Par i\\'isalil

Terciptanya riset

baru tentang Pasar

u'isatawan dalarn
rangka
pengembangan
pasar baru da,1

pcngembangan

N{cncliti
Penguatan
Pariwisata

clh-a

Terciptanya riset
baru tentang
Pcnguatan citra
Pariu,isata

r Bappcda
r Perangkat Daerah

Bidang Pariwisata

\,leneliti
Kcnlitraan
Pemasaran

Parirvisata

Pcnelitian Kcnritraan
l)cmasaran Pari wisatit

I'cnclitiat1
Pcningkatan promosi

Parirvisata di dalarrr

dan di luur negeri

Terciptanya riset
baru teDlang
Peningkatan
promosi Pariwisata
di dalam dan di
luar negcri
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NO

r Bappeda
. Perangkat Daerah

LJidang Pariu'isata

Tcrciptanya riset
baru tentang
Kemitraan
Penrasamn
Pariwisata



PR()(;R.\\l
5

Pcnelitinn
Penguatan
lnduslri
Pari*'isata

I 1 3 .l

o tsappoda
. PeranSkat I)acl ah

Bidang f iri*,isata

. Bappcda

. Pcrangkat Daerah
Bidang Pariwisala

. Bapp€da

. Perangkat Dacrah
Bidang Pariwisata

I Mcneliti Penguatan
lndustri Pariwisata

Terciptanya riset baru
tentang Industri
Pariwisata

I erciptanya riset baru

tcntang l)aya saing
produk pariu'isala

'l'erciplanyd risel baru
tentanS Kenrilraan
Usaha Pariwisata

l Meneliti Daya saing
produk pariwisata

Penelitian Daya
saing prodr-rk

pariwisata

\,leneliti Kcmitraan
Llsaha I'ariwisata

Penelitian
Kemitraan ( lsaha

Pari\1'isata

Meneliti Penciptaan
krcdibilitas bisnis

I'enelitian
Penciptaan
kredihilitas
bisnis

'lerciptanya riset baru
tentang pcrlciptaan
kredibilitas bisnis
Pariwisata

) Mcneliti 'l anggung
jawab tcrhadap
lingkung,m

Terciptanya riset baru
tentang Tanggung
jawab terhadap
lingkungan

o Bappcda
. tlcrangkat Daerah

Bidang Pariwisata

--1. A[ah Xcbiiakrrn: I'eningl(atar l'encli(ie ]'tlng l]erorient:rsil'tr{h Pcngembangrtn Industri Pariwisata

No st ttA'I ljcI INDIKATOR
CAPAIAN

P I.] L,\ KS,\ \ A Pt]1-.\KS,\\.\,\),{

Penelilian
l anggutrg .larvah
lcrludap

r Bappeda
. Pcrangkal Daerah

Bidang Parirvisata

-1.
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4 Arah Kebijakan: Peaingkatan Penelitian Yang Berorientasi Pada Pengembangan Kelembagaatr datr SDM Pariwisata

NO STTLATEGI PROCRAM
INDIKATOR

CAPAIAN
PI,LAKSANA PELAKSANAAN

Meneliti dan
Mengembangkan
Organisasi
Kepariwisataan

Tercjptanya Riset
baru dan Organisasi
Kepariwisataan yang
tebih baik.

. Bappeda

. Perangkat Daerah
Bidang Pariwisata

I 2 3 4 5 6

i Penelitian
Pengembangan
Organisasi
Kepariwisataan

dan

) Meneliti dan
Mengembangkan
SDM Pariwisata

Penelitian dan
Pengembangan
SDM Pariwisata

Terciptanya
baru
Padwisata
lebih baik.

Riset
SDM
yang

. Bappeda

. Perangkat Daerah
Bidang Pariwisata

0 GEN,

SD
I
1

*

x
N I SUKOWATI

f f a e I *
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANCUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2018 - 2033

t

PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANCAN PARIWISATA SRAGEN
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LAMPTRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2018 - 2033

PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SRAOEN

1
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